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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada
kita semua, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada
waktunya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) merupakan media pertanggungjawaban
yang dibuat secara periodik, memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberikan
amanah atau pihak yang mendelegasikan wewenang. Materi LKj-IP mengandung analisis
pencapaian sasaran serta pengukuran dan evaluasi kinerja atas kegiatan program dan kebijakan
yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun
2025 ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Implementasi LKj-IP ini pada dasarnya telah sesuai dengan pendekatan yang dianut oleh
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah tentang Pemerintahan Daerah
yang lebih memberikan wewenang kepada daerah untuk dapat mengelola urusannya lebih baik
dan bertanggungjawab.

Dalam Tahun 2025 sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan telah berhasil dicapai. Kami
berupaya secara optimal menyajikan LKj-IP secara akuntabel dan transparan sesuai ketentuan
yang berlaku. Keterbukaan penyajian informasi dalam LKj-IP ini akan memberikan dorongan
dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Namun demikian,
keterbukaan tersebut tidak digunakan dalam mencari kelemahan penyelenggaraan pemerintah,
tetapi untuk perbaikan kinerja dimasa datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam
menyusun LKj-IP ini dan khususnya kepada Tim penyusunan LKj-IP Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Lombok Tengah atas kerja keras yang dilaksanakan selama ini.

Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan
masyarakat dan negara. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Praya, 30 Januari 2026
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2025 ini merupakan akuntabilitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran
Perangkat Daerah yang berkontribusi untuk mencapai kinerja utama daerah sesuai Visi dan Misi
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026.

Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja
sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Lombok Tengah sudah memenubhi target sesuai Perjanjian Kinerja yang ditetapkan tahun 2025.
Hasil analisis akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa dari indikator sasaran Perangkat
Daerah telah memenuhi target yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan target nilai 3.30 (Baik)
terealisasi dengan nilai 3.04 (Baik) dengan mendapat predikat Berhasil;

2. Predikat Keterbukaan Informasi Publik, dengan target Informatif dapat terealisasi Menuju
Informatif dengan predikat Tidak Berhasil;

3. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun
perencanaan pembangunan daerah dengan predikat Berhasil;

4, Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun
perencanaan pembangunan daerah serta Persentase PD yang menggunakan data statistik
dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dengan predikat Berhasil;

5. Nilai SAKIP OPD, dengan target predikat B terealisasi B dengan predikat Berhasil;

6. Jumlah Instansi yang melaksanakan Layanan Lombok Tengah Satu Data, dengan target 58
instansi terealisasi 58 instansi, dengan predikat Berhasil;

7. Persentase informasi daerah yang diamankan, dengan target 100% terealisasi 100%, dengan
predikat Berhasil;

Sementara itu capaian keuangan dari target Rp.8.291.691.788,88 terealisasi
Rp.8.048.466.286,00 atau sebesar 97,07 % dengan predikat kinerja keuangan Tinggi.

Beberapa rekomendasi perbaikan kinerja kedepan diperlukan kolaborasi untuk penerapan
integrasi aplikasi layanan pemerintahan dan publik, tata Kelola dan manajemen SPBE,
penyelenggaraan audit dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, literasi digital dan
pengembangan layanan Smart Village serta peningkatan kualitas data dan publikasi kinerja
daerah.

LKj-IP ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan
akuntabilitas dan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi
segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Praya, 30 Januari 2026
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Tugas, Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor

4 Tahun 2022 untuk Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas yaitu membantu

Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Apliksi Informatika dan Bidang

Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Lombok Tengah menjalankan fungsi:

a. Perumusan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang
Apliksi Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;

b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,
Bidang Apliksi Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;

C. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintah di Bidang
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Apliksi Informatika dan Bidang
Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;

d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
Publik, Bidang Apliksi Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan
Statistik; dan

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang
tugasnya.

1.2 Data

Jumlah Pegawai pada Dinas Komunikasi dan informasi Kabupaten Lombok
Tengah kondisi 31 Desember 2025 adalah sebanyak 45 orang sebagaimana dapat

dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut:
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REGISTER PEGAWAI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
31 Desember 2025

Table 1.2.1
Pendidikan

No Nama/NIP/NIPPPK L/P | Gol Jabatan Terakhir KET

1 Drs. H. MUHAMAD L v/e Kepala Dinas Komunikasi dan s1
196512311989031209 Informatika

) SUNARNGO, S. Sos, MM L V/a Sekretaris Dinas Komunikasi dan 2
197212291994021001 Informatika
LALU AGUS MAHYUDI, ST A

3 197408172002121014 L | IV/a | Kabid Bidang APTIKA S1
H. ISWANDI KHAIRY RAMEN,

4 S.IP, M. Han L | IV/a | Kabid Bidang PIKP S2
198503222008031001

5 LALU ISHAK, S. Sos L V/a Kepala Bidang Persandian, s1
197010121997031002 Keamanan Informasi dan Statistik
JONI MILIAN HAKIM, S. IP C .

6 197206121994021004 L | lll/d | Statistisi Ahli Muda S1
NINUK SILVIA, SE .

7 197809242010012006 P | lll/d | Perencana Ahli Muda S1
RAHMAWATI DIAN A, ST .

8 198407122008032001 P | li/d | Pranata Komputer Ahli Muda S1
AKHDIYAT FAHRONY MAHSUN, . .

o |51 marn | | skt et o 2
198503172009011003
MULIA ALI AKBAR, S. Pd . .

10 198509142009011004 L | Hl/d | Analis Berita S1
NURMAMH, S. Kom . .

11 108712252011012016 P | lI/d | Analis Sistem Informasi S1

1 SURATMAN ISKANDAR, S.T.P Lo| e Kepala Sub. Bagian Umum, s1
197611232008011011 Kepegawaian dan Keuangan
BAIQ RUSTIATI .

13 196812311992032081 P | lli/b | Pengolah Daftar Gaji SMA
LALU MUHAMMAD NATSIR, A.

14 | Mmd L | /b | Pengelola Data DIl
197508242009011003
ANJAR SISWARA, S.S.T . . .

15 197707042005011011 L | /b | Analis Konten Media Sosial S1
RIJALUL KHAIRI, SE . . .

16 197708072014071005 L | lll/a | Pengadministrasi Kepegawaian S1
LALU AGUNG ABDUL AZIZ,

17 | S.Kom L | lll/a | Pengelola Teknologi Informasi S1
198906172019031004
RAHAYU AGUSTIANI, S. Si. . .

18 199008172022032001 P | lll/a | Analis Statistik S1
WAHYU SOFYANTI DEWI, e .

19 S. Kom 199409102020122016 P I1l/a | Analis Sistem Informasi S1
HIKMAWATI, S. Mat. . .

20 199706302022032009 P | lll/a | Analis Statistik S1

2 LALU ABDUL MANAP, A. Ma L | ya Pranata Teknologi Informasi DIl
197809142009011003 Komputer
FATHURROHMAN, A. Md . .

22 198504192019031002 L II/d | Pengelola Sistem dan Jaringan DIl
YUANITA ROHMAYANTI, A. Md

23 198506122019032006 P Il/d | Bendahara Pengeluaran DIl

24 RIZKI EKA SETIA, A. Md L I/ Pengelola Pemanfaatan Barang DIl
198905232020121006 Milik Daerah
BAIQ MIDARNIWATI, S. Kom .

25 198209232024212003 P IX Pranata Komputer Ahli Pertama S1
MUTIAH ARIFIN, S. Kom .

26 198303052024212002 P IX | Pranata Komputer Ahli Pertama S1

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. LOMBOK TENGAH




BAIQ TUTI RUMLASARI,

27 S. Kom 198604062024212003 P IX | Pranata Komputer Ahli Pertama S1
M. LUKMAN HAKIM, S. Kom .
28 199601082024211001 L IX | Pranata Komputer Ahli Pertama S1
29 LALU HERY SUPRIADI, A. Md L VI Pranata Sumber Daya Manusia DIl
198809012024211006 Aparatur Terampil
LALU ZULHAM WIDYATMAIA, Pranata Komputer Ahli Pertama
30 | ST L IX | pada Bidang Pengelolaan Informasi S1
199110192025211023 Dan Komunikasi Publik
31 | TAUFIK HIDAYAT, 5.Kom L | X | poi Biang engelotaan informasi | 51
199605262025211024 P g rengelo
Dan Komunikasi Publik
s | BQDMHNURINDASARLST || e | st
198708152025212026 P § rengelora
Informasi Dan Komunikasi Publik
3 | AW DEDIKURNIAWAN,ST | e | st
198004012025211015 P g engeloa
Informasi Dan Komunikasi Publik
SYAM BASRI KHALID, S.Kom Pranata Komputer Ahli Pertama
34 L IX . oo . S1
199210162025211024 pada Bidang Aplikasi Informatika
35 SAMSUL ARI PUTRA, S.Kom L X Pranata Komputer Ahli Pertama 51
199402042025211025 pada Bidang Aplikasi Informatika
35 | FOBY SUKMANA, S.Kom L | X | poda iang pereanian, Keamanan | 51
199003212025211028 P ang rersandian,
Informasi dan Statistik
MUHAMAD ERWIN Pranata Komputer Ahli Pertama
37 | SEPTIAWAN, S.Kom L IX | pada Bidang Persandian, Keamanan S1
199309212025211023 Informasi dan Statistik
35 | MARGA IBRAHIM L | v | Sab aegian e, Kemegeaion | s
198403182025211022 8 +hepes
dan Keuangan Sekretariat
39 | MOH. IRSAD AFIF L | v | Sob tagian e, Kemegenion | s
198903312025211017 8 »epes
dan Keuangan Sekretariat
a0 | SAMS! HARIONO L1 v | sab sagian e, Kemegmanion | s
198612312025211061 g ’ p' &
dan Keuangan Sekretariat
M. ARIF BUDIMAN S.Kom .
41 199203182025211119 L - Penata Layanan Operasional S1
KHAIRUL KAHPI, S.Kom .
42 199911052025211058 L - Penata Layanan Operasional S1
EKA SUCI LESTARI, A.Md .
43 198505022025212129 P - Pengelola Layanan Operasional DIl
BQ. SILFIA AGUSTINA .
44 198808042025212115 P - Pengelola Layanan Operasional SMA
MAHRUP .
45 199012222025211115 L - Pengelola Layanan Operasional SMA

Sumber: Subag Umum, Kepegawaian dan Keuangan
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Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, tingkat Pendidikan, dan golongan per 31

Desember 2025:

a. Komposisi sumber daya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan

Jenis Kelamin

Tabel 1.2.2
Register Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

No Uraian Laki-laki | Perempuan
1 Kepala Dinas 1
2 Sekretariat 10 6
3 Bidang APTIKA 6 4
4 Bidang PIKP 6 2
5 Bidang STATISTIK & PERSANDIAN 8 2
Jumlah 31 14

Sumber : Subag Umum, Kepegawaian dan Keuangan

PEGAWAI

Sekretariat, 16

PIKP, 8

b. Komposisi sumber daya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan

Jenis Pendidikan

Tabel 1.2.3
Register Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

No Uraian SLTP | SLTA | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | S-1 | S-2
1 | Kepala Dinas 1
2 | Sekretariat 6 4 1
3 | Bidang APTIKA 1 9
4 | Bidang PIKP 7
5 | Bidang STATISTIK & PERSANDIAN 1 8
Jumlah 6 7 29

Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan
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Pendidikan Pegawai

= SMA
= D3
=Sl
" S2

c. Komposisi sumber daya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan

Golongan
Tabel 1.2.4
Register Pegawai berdasarkan Golongan
1 Kepala Dinas 1
2 Sekretariat 2 6 1
3 Bidang APTIKA 1 2 1
4 Bidang PIKP 2 1
5 Bidang STATISTIK & PERSANDIAN 6 1
Jumlah 3| 16 5
Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan
GOLONGAN
1l
v 12%

21%

67%
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d. Komposisi sumber daya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan

Golongan ( PPPK))

Tabel 1.2.5
Register Pegawai berdasarkan Golongan

Golongan PPPK
No Uraian
Vo olwvi | vin | IX | X

1 | Kepala Dinas
2 | Sekretariat 3 1
3 Bidang APTIKA 5
4 | Bidang PIKP
5 Bidang STATISTIK & PERSANDIAN

Jumlah 3 1 12

Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Golongan PPPK

EHYV mVI =

e. Komposisi sumber daya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan

Golongan ( PPPK Paruh Waktu )

Tabel 1.2.6
Register Pegawai berdasarkan Golongan

PPPK PW
No Uraian
2 | Sekretariat 3
3 | Bidang APTIKA 1
4 | Bidang PIKP 0
5 Bidang STATISTIK & PERSANDIAN 1
Jumlah 5

Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan
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1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok
Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2022
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Keuangan;
b. Sub Bagian Perencanaan;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Staff
c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:

1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi, membawabhi:

a) Kabid PIKP
b) Staff

2. Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika, membawahi:

a) Kabid Aptika

b) Jabatan Fungsional
c) Staff

3. Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Persandian, membawahi:
a) Kabid Statistik dan Persandian
b) Kasi Persandian
c) Jabatan Fungsional
d) Staff

Berikut adalah struktur organisasi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengan Nomor 40

Tahun 2022.
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STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS

Drs. H. MUHAMAD
NIP : 196512311989031209
Pembina Utama Muda (IV/c)

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS KONTEN
MEDIA SOSIAL

ANJAR SISWARA
NIP : 197707042005011011
Penata Muda Tk. | (Ill/b)

PRANATA KOMPUTER
AHLI MUDA

RAHMAWATI DIAN A., ST.
NIP : 198407122008032001
Penata Tk. | (IIl/d)

KASI
PERSANDIAN

JAKHDIYAT FAHRONY MAHSUN, ST.,M.APMJ

NIP : 198503172009011003
Penata Tk. | (lIl/d)

Suratman Iskandar, 5.TP.
NIP : 197611232008011011
Penata Tk. | (IIl/d)

SEKRETARIS DINAS
KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG SUNARNO, 5.50s., MM.
PENGELOLAAN INFORMASI DAN APLIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN, KEAMANAN NIP : 197212291994021001
KOMUNIKASI PUBLIK INFORMASI DAN STATISTIK Pembina (IV/a)
H. ISWANDI KHAIRY RAMEN, 5.IP., M.Han. LALU AGUS MAHYUDI, ST LALU ISHAK, §.505.
NIP : 198503222008031001 NIP : 197408172002121014 NIP : 197010121997031002
Pembina (IV/a) Pembina (IV/a) Penata Tk. | {lil/d) | |
1 | | KEPALA SUB BAGIAN UMUM, PERENCANA
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN AHU MUDA

NINUK SILVIA, SE.
NIP : 197803242010012006
Penata Tk. | (Il/d}

PENGELOLA
TEKNOLOGI INFORMASI

LALU AGUNG ABD UL AZIZ, S.Kom.

NIP : 198906172019031004
Pengatur (lllfa)

ANALIS
SISTEM INFORMAS|

WAHYU SOFYANTI DEWI, 5.Kom.
NIP : 199409102020122016
Penata Muda (lll/a)

STATISTISE
AHLI MUDA

JONI MILIAN HAKIM, 5.1P.
NIP : 197206121994021004
Penata Tk. | (Ill/d)

PENGADMINISTRASI
KEUANGAN

BAIQ RUSTIATI
NIP : 196812311992032081
Penata Muda Tk. | (Ili/b)

PRANATA KOMPUTER
AHLI PERTAMA

Mutia Arifin, 5.Kom
NIP : 198303052024212002

PENGELOLA
SISTEM DAN JARINGAN

FATHURROHMAN, A.Md.
NIP: 198504192019031002
Pengatur {1l/c)

ANALIS
BERITA

MULIA ALI AKBAR, 5.Pd.
NIP : 198509142002011004
Penata Tk | (ili/d)

ANALIS PERENCANAAN,
EVALUAS| DAN PELAPORAN

NURMAH, 5.Kom.
NIP : 198712252011012016

Penata TK. | (Il/d)

PRANATA KOMPUTER

AHLI PERTAMA
M. LUKMAN HAKIM, 5.Kom.
NIP : 199601082024211001

PRANATA KOMPUTER
AHLI PERTAMA
Baig Midarniwati, S.Kom.
NIP : 198209232024212003

ANALIS
STATISTIK

HIKMAWATI, §.Mat.
NIP : 195706302022032009

Penata Muda (lll/a)

PENGELOLA
KEUANGAN
RIUALUL HAIRI, SE.

NIP : 197708072014071005
Pengatur (lI1/a)

PRANATA TIK
LALU ABDUL MANAP, A.Ma.
NIP : 197809142009011003

Pengatur Tk. | (I|/d)

PRANATA KOMPUTER
AHLI PERTAMA
Baiq Tuti Rumlasari
NIP ; 198604062024212003

ANALIS
STATISTIK

RAHAYU AGUSTIANI, 5.51.
NIP : 195008172022032001

Penata Muda (Illfa)

BENDAHARA PENGELUARAN
YUANITA ROHMAYANTI, A.Md.
NIP : 198506122019032006
pengatur (Il/c)

PENGELOLA PEMANFAATAN
BARANG MILIK DAERAH

RIZKY EKA SETIA, A.Md.
NIP: 198905232020121006

Pengatur (Il/c)

PENGELOLA PEMANFAATAN
BARANG MILIK DAERAH

LALU MUHAMMAD NATSIR, A.Md.

NIP : 197508242009011003
Penata Muda Tk | (1ll/b)

Pranata SDMA Terampil
Lalu Heri Supriadi, A.Md
NIP: 158809012024211006

UNIT
PENGELOLA TEKNIS
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BAB I
PERENCANAAN DAN PERJANIJIAN KINERJA

Il.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Strategis disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi serta sebagai
dokumen perencanaan program yang dapat memberikan pedoman pelaksanaan kebijakan
Bupati untuk mendukung visi dan misi Bupati.

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah pada dasarnya
merupakan perwujudan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Visi Pemerintah
Kabupaten Lombok Tengah yaitu Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah yang
BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU, dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA). Visi
merupakan gambaran tentang masa depan yang akan diwujudkan dalam jangka waktu lima
tahun kedepan dan sedangkan untuk MISI Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Lombok Tengah masuk dalam Misi dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang ke 3
yaitu Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih.

Oleh karna itu dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi dari Kabupaten Lombok
Tengah Dinak Komunikasi dan Informatika memiliki tujuan vyaitu Mewujudkan
Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung Sisitem Birokrasi yang baik dan
Pelayanan Publik yang memuaskan, tentunya hal itu dapat diwujudkan dengan adanya

sasaran-sasaran yang harus tercapai, berikut rencana strategis dari Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel II.1.
RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 - 2026

Visi: Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, BERMUTU, MAJU, DAN BERBUDAYA
(BERSATU JAYA)
Misi lll : Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih.

Strategi Perangkat

SPBE

- Penyusunan regulasi
daerah beserta
petunjuk teknis terkait
pelaksanaan SPBE dan
Smartcity

Sasaran Indikator Sasaran Arah Kebijakan
Daerah

Meningkatnya Nilai Domain - Meningkatkan Peningkatan penerapan
Kualitas Kebijakan SPBE Efektifitas penyelenggaraan
Layanan SPBE Nilai Domain Tata Pemerintahan Pemerintahan Berbasis
(Sistem Kelola SPBE Berbasis Elektronik Elektronik (SPBE)
Pemerintahan Nilai Domain - Peningkatan Sistem Peningkatan Transparansi
Berbasis Manajemen SPBE Layanan Informasi Pelayanan Publik
Elektronik) Nilai Domain Layanan Publik Peningkatan Keandalan

Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) baik dari sisi
perangkat keras maupun
SDM
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- Meningkatkan
pengelolaan informasi
dan diseminasi
informasi publik.

- Peningkatan
pemanfaatan layanan
Sistem LAPOR.

- Meningkatkan
keterbukaan informasi
publik dengan
memaksimalkan fungsi
PPID Utama dan PPID
OPD

- Peningkatan layanan
administrasi pemerintahan
yang berbasis elektronik

- Peningkatan pelayanan publik
pemerintahan yang berbasis
elektronik

Meningkatnya
Pengelolaan
Data Statistik
Sektoral Yang
Akurat dan
Terintegrasi

- Persentase
Perangkat Daerah
(PD) yang
menggunakan data
statistik dalam
menyusun
perencanaan
pembangunan
daerah

- Persentase PD yang
menggunakan data
statistik dalam
melakukan evaluasi
pembangunan
daerah

Meningkatnya layanan
Lombok Tengah Satu
Data

Meningkatkan
Penyelenggaraan
Statistik Sektoral

- Peningkaan efektifitas
pengembangan informasi
pembangunan daerah.

- Peningkatan pengumpulan,
pengolahan, Analisa dan
desiminasi data statistik
daerah

Meningkatnya
Tata Kelola
Persandian dan
Keamanan
Informasi

Persentase tingkat
keamanan informasi
pemerintah

Meningkatkan
kompetensi Sumber
Daya Manusia
Penyusunan regulasi
daerah terkait
persandian dan
keamanan informasi

Peningkatan SDM yang
mengikuti pelatihan
kompetensi bidang
persandian dan pengamanan
informasi

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja
Organisasi
Perangkat
Daerah

Nilai SAKIP Perangkat
Daerah

- Penguatan

Perencanaan Kinerja
yang Berkualitas

- Penyempurnaan

Indikator Kinerja
Utama (IKU)

- Penguatan

Pengukuran dan
Monitoring Kinerja

- Peningkatan Kualitas

Pelaporan Kinerja

- Integrasi SAKIP

dengan Penganggaran

- Penguatan Evaluasi

Internal dan Tindak
Lanjut

- Peningkatan Kapasitas

SDM Pengelola SAKIP

- Pemanfaatan Sistem

Informasi Kinerja

- Penguatan manajemen
kinerja Perangkat Daerah
yang terintegrasi

- Penyempurnaan kualitas
perencanaan kinerja dan
indikator kinerja utama
Perangkat Daerah

- Peningkatan akuntabilitas
pengukuran dan pelaporan
kinerja Perangkat Daera

- Penguatan keterkaitan
antara kinerja dan
penganggaran

- Optimalisasi monitoring,
evaluasi, dan tindak lanjut
hasil evaluasi kinerja

- Peningkatan kapasitas
sumber daya manusia
pengelola SAKIP
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1.2 Rencana Kerja Tahunan

Berikut adalah rincian penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah :
Tabel II.2.

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAHUN 2025
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran Satuan Tar;,;;;glsr;erja
Mewujudkan Meningkatnya Indeks SPBE Nilai 2,7
Pemerintahan Kualitas Layanan
Berbasis Elektronik SPBE (Sistem
dalam mendukung Pemerintahan
Sisitem Birokrasi Berbasis Elektronik)
yang baik dan Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah % 100
pelayanan Publik Pengelolaan Data (PD) yang menggunakan data
yang memuaskan Statistik Sektoral statistik dalam menyusun
Yang Akurat dan perencanaan pembangunan
Terintegrasi daerah
Persentase PD yang % 100
menggunakan data statistik
dalam melakukan evaluasi
pembangunan daerah
Meningkatnya Tata Persentase tingkat keamanan % 100
Kelola Persandian informasi pemerintah
dan Keamanan
Informasi
Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai B
Akuntabilitas Kinerja
Organisasi
Perangkat Daerah

1.3 Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan Indikator

Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Tabel I1.3.

TAHUN 2024
Indikator Penjelasan
. Sasaran s . S A
Tujuan . Kinerja Satuan Definisi Operasional -
Strategis Formulasi/Rumus
Utama 3 Sumber Data
Perhitungan
Mewujudkan Meningkatnya | Indeks SPBE Nilai Indeks SPBE adalah Penghitungan nilai indeks SPBE Bidang Aplikasi
Pemerintahan kualitas ukuran kinerja dalam berdasarkan Peraturan Menteri dan Informatika,
Berbasis layanan SPBE pelaksanaan Sistem Pendayag}m,aan Arfaratur Negara Bidang
. X . Reformasi Birokrasi nomor 59 .

Elektronik Pemerintahan Berbasis tahun 2020 : Persandian,
dalam Elektronik (SPBE) yang INDEKS SPBE = % NDj X BDj Keamana'n
n.1e.ndukung mencakup tata kelola, Keterangan : Info.rm.a5| dan
Sisitem layanan, dan penerapan - NDj = Nilai Indeks Domain ke-j Statistik dan
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Birokrasi yang
baik dan
pelayanan
Publik yang
memuaskan

teknologi informasi di - BDj = Bobot Domain ke-j Bidang
pemerintahan. Indeks ini INDEKS DOMAIN = ;Dl ENAIXBAI Pengelolaan
dinilai berdasarkan Keterangan : Informasi dan
komponen-komponen _ BDi = Bobot Domain ke-i Komunikasi
utama yang ditentukan - NAi = Nilai Indeks Aspek ke-i Publik
oleh Kementerian - BAi = Bobot Aspek ke-i
Pendayagunaan Aparatur | INDEKSASPEK = o NIxEBl
Negara dan Reformasi Keterangan :
Birokrasi (Menpan RB). - BAk = Nilai Bobot Aspek ke-k
- NIk = Nilai Tingkat Kematangan
indikator ke-k
- Blk = Nilai Bobot indikator ke-k
Meningkatnya Persentase % Persentase PD yang Jumlah PD yang mengguna- Bidang
pengelolaan Perangkat menggunakan data kan data statistik untuk pe- Persandian,
data statistik Daerah (PD) statistik dalam rencanaan dibagi Jumlah Keamanan
sektoral yang yang penyusunan total PD dikalikan 100% Informasi dan
akurat dan menggunakan perencanaan Statistik
terintegrasi data statistik pembangunan daerah
dalam adalah proporsi
menyusun perangkat daerah yang
perencanaan menggunakan data
pembanguna statistik sektoral
n daerah terintegrasi dalam
dokumen rencana
pembangunan daerah
(RPJMD, RKPD, Renstra).
Persentase % Persentase PD yang Jumlah PD yang mengguna- Bidang
PD yang menggunakan data kan data statistik untuk eva- Persandian,
menggunakan statistik dalam evaluasi luasi dibagi Jumlah total PD Keamanan
data statistik pembangunan daerah dikalikan 100% Informasi dan
dalam adalah proporsi Statistik
melakukan perangkat daerah yang
evaluasi memanfaatkan data
pembanguna statistik sektoral untuk
n daerah mengukur dan
mengevaluasi capaian
pembangunan
Meningkatnya Persentase % Persentase tingkat Jumlah Komponen Keama- Bidang
tata Kelola tingkat keamanan informasi nan Informasi yang Meme- Persandian,
persandian keamanan pemerintah adalah nuhi Standar dibagi Jumlah Keamanan
dan keamanan | informasi ukuran tingkat Total Komponen Keamanan Informasi dan
informasi pemerintah keberhasilan dalam Informasi yang dinilai di kali Statistik
melindungi kerahasiaan, 100%
integritas, dan
ketersediaan informasi di
lingkungan
pemerintahan.
Pengukuran ini
mencakup audit
keamanan, implementasi
kebijakan keamanan
informasi, dan
manajemen risiko
informasi
Meningkatnya Nilai SAKIP Nilai Arah kebijakan Nilai SAKIP PD=%(Nilai Kompo | Dinas Kominfo
Akuntabilitas Perangkat peningkatan nilai SAKIP nenxBobot Komponen)
Kinerja Daerah Perangkat Daerah adalah
Organisasi pedoman kebijakan
Perangkat untuk meningkatkan
Daerah kualitas manajemen

kinerja Perangkat Daerah
agar akuntabel, terukur,
dan berorientasi hasil
sesuai prinsip SAKIP.
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1.4 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai
kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 dilaksanakan merujuk pada Peraturan Menteri PAN
dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja.

Salah satu tujuan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,
transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dengan
penerima amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau
kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian kinerja menyajikan IKU yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan
kondisi seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Perjanjian kinerja
disusun setelah menerima dokumen pelaksanaan Anggaran yang di sahkan.

Kinerja yang diukur tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan
bersangkutan, tetapi termasuk kinerja sasaran strategis yang seharusnya terwujud akibat
kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga
mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Revisi terhadap perjanjian kinerja dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut :
Terjadi nya pergantian atau mutasi pejabat.
Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran.

Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan

P w N

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

Tahun 2025 seperti tabel di bawah ini:
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorentasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. MUHAMAD
labatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Mama : LALU PATHUL BAHRI, 5.1P., MAP.
labatan : Bupati Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalarm rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 15 Januari 2025

BAHRI, 5.1P., MAP.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS KOMUNIKAS! DAN INFORMATIKA
Tahun Anggaran 1 2025
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja | Nilai SAKIP Perangkat Daerah B
Organisasi Perangkat Daerah
2. | Meningkatnya Implementasi SPBE Milai SPBE Pemerintah Daerah 32
3. [ Pengelolaan Informasi Publik Yang Persentase Pengaduan 90 %
Transparan dan Akurat Masyarakat yang Ditangani
Melalui PPID dan SP4N LAPOR
4. | Sosialisasi Kebijakan dan Program Jumlah Informasi Publik Yang 2.016
Pemerintah Dipublikasikan Melalui Media Informasi/Berita
5. | Meningkatnya Penyelenggaraan Milai EPS Pemerintah Daerah 30
Statistik Sektoral dan Satu Data
Lombok Tengah
6. | Direktif Pimpinan Prosentase Tindak Lanjut Arahan 100 %
Pimpinan Yang Terlaksana

NO PROGRAM ANGGARAN KET
(Rp-)

1. PROGRAM PENUMIANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 4.840.016.725 Dau
KABUPATEN/KOTA

2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUMNIKASI 1.439.883.000 DAy
PUBLIE

3. | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.306.688.366 | DAU

4. | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 162.636.133 | DAU

5. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAAN UNTUK 125.359.250 | DAU
PENGAMAMNAN INFORMASI

TOTAL 8.874.583.474

Pihak Kedua,

g

PARAUL BAHRI, S.1P., MAP.

56412311989031209
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PK Perubahan

Latuan Kerja Perangkat Daerah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

© DINAS KOMUMIEAS! DAN INFORMATIEA

Tahun Anggaran o 2025
MNO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. | Meningkatnya Kualitas Layanan Milai 3PBE Pemerintah Daerah 2,70
SPEE
- Persentase Prangkat Daerah 10085
yvang menggunakan data
statistic dalam Menyusun
2, Meningkatnya Penyelenggaraan perencanaan Pembangunan
Statistik Sektoral dan Satu Data daerah
Lombok Tengah - Persentase Prangkat Daerah 100 %
yang menggunakan data statistic
dalam melakukan evaluasi
Pembangunan daerah
3. | Meningkatnya Tata Kelola Persentase tingkat Keamanan 10055
Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah
Informasi
MO PROGRAM ANGGARAN KET
(Rp.}
1 PROGRAM PENUMJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 4311615.087,92 DaL
KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAM KOMUNIKASI 1.535.976.004 DaL
PUBLIK
3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKAS] INFORMATIEA 2.280.082.255 DAl
4 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 76.828.833 DaL
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSAMNDIAAN UNTUK 50.149.818 DaL
PENGAMAMNAN INFORMASI
TOTAL B.254.656.090.92

RI/BAHR, S.1P., MAP.
>

NINAS ROMUNIRAS
penINFORMATHEY
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SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024
NO PEGAWAI YANG DINILAI NO PEJABAT PENILAI KINERJA
1 |NAMA MUHAMAD 1 |NAMA LALU PATHUL BAHR], S.IP
2 [NIP 196512311989031209 2 |[NIP -
3 | PANGKAT/ GOL. Pembina Utama Muda / IV/c 3 |PANGKAT/ GOL.
RUANG RUANG
4 |JABATAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4 |JABATAN BUPATI
5 | UNIT KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 5 | UNIT KERJA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
HASIL KERJA
NO| RENCANA HASIL KERJA [ INDIKATOR KINERJA INDIVIDU [ TARGET [ PERSPEKTIF
() @ I ®) [ @& | 5)
UTAMA
1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Penugasan | Nilai SAKIP Perangkat Daerah B Penguatan Internal
dari Atasan Langsung)
Realisasi Penyerapan Anggaran 90% - 100% Anggaran
2 | Tersedianya Kebijakan SPBE (Penugasan dari Atasan Langsung) Nilai Domain 1 Kebijakan SPBE 3.00 Penerima Layanan
3 | Meningkatnya Tata Kelola SPBE (Penugasan dari Atasan Langsung) Nilai Domain 2 Tata Kelola SPBE 3.00 Penerima Layanan
4 | Meningkatnya Manajemen SPBE (Penugasan dari Atasan Langsung) Nilai Domain 3 Manajemen SPBE 2.00 Penerima Layanan
5 |Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target yang telah ditetapkan Persentase direktif pimpinan yang terlaksana 100% Penguatan Internal
(Penugasan dari Atasan Langsung) sesuai target yang telah ditetapkan
6 | Meningkatnya Kualitas Layanan SPBE (Penugasan dari Penugasan dari atasan | Nilai Domain 4 Layanan SPBE 3.50 Penerima Layanan
langsung)
TAMBAHAN

PERILAKU KERJA
1 | Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat Ekspektasi Khusus Pimpinan:
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan tiada henti

2 | Akuntabel

PERILAKU KERJA

- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi Ekspektasi Khusus Pimpinan:
- Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

Kompeten

w

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah Ekspektasi Khusus Pimpinan:
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

4 | Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya Ekspektasi Khusus Pimpinan:
- Suka menolong orang lain

- Membangun lingkungan kerja yang kondusif
5 | Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta Ekspektasi Khusus Pimpinan:
pemerintahan yang sah

- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara
- Menjaga rahasia jabatan dan negara

Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan Ekspektasi Khusus Pimpinan:
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
- Bertindak proaktif

Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi Ekspektasi Khusus Pimpinan:
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah

- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

(=)}

<

g

PaIUL BAHRI, S.IP
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah wujud kewajiban pertanggungjawaban instansi pemerintah
secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dalam
mewujudkan visi dan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan
akuntabilitas. Laporan Kinerja berfungsi sebagai instrumen untuk melaksanakan reformasi dalam
penyelenggaraan tugastugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, cara dan
sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah meningkatkan disiplin dalam
menerapkan prinsip- prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja yang
taat asas, cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja
berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan
berkelanjutan.

Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nornor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi
pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing  sebagai bentuk
pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya
dalam bentuk laporan kinerja. Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas
Penetapan Kinerja (PK) Dinas Kesehatan. Penetapan kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk
pengukuran kinerja dan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan
dan seluruh staf Dinas Kesehatan. Untuk selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang
merupakan perbandingan antara target kinerja (performance plan) yang telah ditetapkan dengan
realisasinya (performance result) untuk mengetahui celah kinerja (performance gap). Atas celah
tersebut kemudian dianalisis untuk mengetaui penyebab keberhasilan dan kegagalan. Jika
berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya, dan jika gagal akan
menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja dimasa datang (performance improvement).

A. Capaian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari
pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan.
Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong
perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk
mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil, maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya,
yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah
memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan
hasilnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian dan pertanggungjawaban
program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah
daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas
kinerja yang berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang
dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah
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1. Pengukuran Kinerja
Kerangka pengukuran kinerja di Dinas Kesehatan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah

realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Realisasi

Persentase tingkat capaian = x 100%
Rencana

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

(2x rencana) — Realisasi
Rencana

Persentase tingkat capaian = x 100%

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan
interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat/Kategori
91% < 100% Sangat Tinggi
76% < 90% Tinggi
66% < 75% Sedang
51% < 65% Rendah
<50% Sangat Rendah

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan
“Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran ini mean setiap kategori
ditetapkan dengan penyimpulan pada tingkat sasaran yang dilakukan dengan mengalikan
indikator untuk setiap kategori (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah) yang
ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori,
dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut

Jumlah Indikator untuk setiap Katagori x Nilai setiap Katagori
Jumlah indikotor kinerja sasaran

x100%

Capaian sasaran =
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2. Capaian Indikator Utama dan Program Tahun 2025

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan

membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang selanjutnya akan

dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabipaten Lombok

Tengah Tahun 2025. Pencapaian indikator kinerja utama dan program Tahun 2025 secara ringkas
ditujukkan pada tabel 3.2.1 berikut :

Table 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama dan Program Dinas Kesehatan Tahun 2025

. Tahun 2025 Target
. Sasaran Indikator - .
No Tujuan . L. Satuan . .| Capaian | Akhir
Strategis Kinerja Target | Realisasi L.
Kinerja | Renstra
1 Mewujudkan Mewujudkan
Pemerintahan | pemerintahan
Berbasis berbasis
Elektronik elektronik
dalam untuk
mendukung mendukung .
. Indeks SPBE Point 3.04 3.04 100% 3.13
Sisitem pelayanan
Birokrasi yang | public  yang
baik dan | optimal
pelayanan
Publik  yang
memuaskan
Meningkatkan |Persentase
pengelolaan Perangkat
data statistik | Daerah (PD)
yang  akurat yang
menggunakan
dan data statistik o o 0 o
terintegrasi dalam Persentase | 100% 100% 100% 100%
menyusun
perencanaan
pembangunan
daerah.
Persentase
Perangkat
Daerah (PD)
yang
menggunakan
datastatistik | persentase | 100% | 100% | 100% | 100%
dalam
menyusun
Evaluasi
pembangunan
daerah.
Meningkatkan
keamanan Persentase
informasi Tingkat
melaluli  tata | keamanan Persentase | 100% 100% 100% 100%
Kelola informasi
persandian pemerintah
yang baik
Kriteria
Rata-Rata 100%
sangat
tinggi
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Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Untuk realisasi pencapaian dari target yang sudah tercapai pada tahun 2025 adalah

sebagai berikut:

1. Indeks SPBE
Berdasarkan hasil evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE), capaian indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun
berjalan adalah sebesar 3,04, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah. Dengan demikian, tingkat capaian
kinerja indikator ini mencapai 100% dan termasuk dalam kategori Sangat Tinggi.
indikator Target o Reliasasi Targfet
No . Satuan Realisasi % Tahun Akhir Sumber Data
Kinerja
2025 2024 Renstra
Hasil
o Assesment
1 | IndexSPBE | Nilai 3.04 3,04 100% 3.04 3,17 _ -
Tim Penilai
SPBE Nasional

Capaian indeks SPBE tersebut menunjukkan bahwa implementasi SPBE di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah berjalan dengan baik melalui penerapan
berbagai kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan berbasis elektronik dalam
mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan,
dan akuntabel.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian indeks SPBE

antara lain:

1. Penguatan kebijakan dan tata kelola SPBE, melalui penyusunan regulasi, pedoman,
serta kebijakan internal terkait implementasi SPBE di lingkungan pemerintah
daerah.

2. Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik, yang
mendukung proses administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan manajemen
kinerja.

3. Peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, termasuk jaringan,
pusat data, serta sistem keamanan informasi untuk mendukung operasional
layanan digital pemerintahan.

4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparatur yang mengelola
dan mengoperasikan sistem informasi pemerintahan.

Perbandingan dengan Capaian Nasional dan Provinsi
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Jika dibandingkan dengan capaian pada tingkat nasional dan provinsi, posisi indeks

SPBE Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat sebagai berikut:

Wilayah Nilai Indeks SPBE
Kabupaten Lombok Tengah 3,04
Provinsi Nusa Tenggara Barat 3,56

Nasional 3,14

Berdasarkan tabel tersebut, nilai indeks SPBE Kabupaten Lombok Tengah telah
mencapai target kinerja daerah, namun masih sedikit berada di bawah rata-rata
nasional sebesar 3,14 serta capaian Provinsi NTB sebesar 3,56.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SPBE di Kabupaten Lombok Tengah telah
berjalan dengan baik, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan kualitas
penerapan SPBE agar dapat lebih mendekati bahkan melampaui capaian nasional

maupun provinsi.

Analisis dan Tantangan
Beberapa faktor yang masih menjadi tantangan dalam peningkatan indeks SPBE antara
lain:

1. Integrasisistem aplikasi pemerintahan yang masih perlu ditingkatkan agar berbagai
aplikasi yang digunakan oleh perangkat daerah dapat saling terhubung dan berbagi
data secara optimal.

2. Penguatan manajemen layanan SPBE, termasuk pengelolaan layanan digital yang
lebih terstandar dan terintegrasi.

3. Peningkatan keamanan informasi dan manajemen risiko teknologi informasi,
sebagai bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan SPBE yang andal dan
terpercaya.

4. Penguatan kapasitas SDM bidang teknologi informasi, agar pengelolaan dan

pengembangan sistem SPBE dapat dilakukan secara lebih optimal.

Upaya Peningkatan Kinerja
Untuk meningkatkan capaian indeks SPBE di masa yang akan datang, beberapa langkah

yang dapat dilakukan antara lain:
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1. Mengembangkan integrasi aplikasi dan sistem pemerintahan berbasis elektronik
antar perangkat daerah.

Memperkuat implementasi arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE daerah.
Meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital.

Menguatkan keamanan informasi dan pengelolaan pusat data pemerintah daerah.

vk N

Meningkatkan kompetensi SDM pengelola SPBE melalui pelatihan dan
pengembangan kapasitas.

Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan implementasi SPBE di Kabupaten
Lombok Tengah dapat terus meningkat sehingga mampu mendukung terwujudnya
tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berbasis digital.
Adapun hasil penilaian terkait dengan SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika

Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

INDEKS SPBE - PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

"1 Aspok SPBE Target [T 7] Aspek SPBE Indeks

Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Layanan Publik Berbasis Elektronik Perencanaan Strategis SPBE

Layanan AdPem Berbasis Elektronik Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pelaksanaan Audit TIK Penyelenggara SPBE

Penerapan Manajemen SPBE

Nama Indeks Nilai 2024
SPBE 3,04
Domain Kebijakan SPBE 3,70
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE 3,70
Domain Tata Kelola SPBE 2,50
Perencanaan Strategis SPBE 2,25
Teknologi Informasi dan Komunikasi 2,75
Penyelenggara SPBE 2,50
Domain Manajemen SPBE 1,00
Penerapan Manajemen SPBE 1,00
Audit TIK 1,00
Domain Layanan SPBE 3,88
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik 3,80
Layanan Publik Berbasis Elektronik 4,00
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Foto Kegiatan Pembentukan SPBE pada Dinas Komu[\ikasi dan Informatika

+* Fungsi SPBE di Diskominfo

1. Koordinasi dan Kebijakan
o Menyusun kebijakan teknis terkait tata kelola SPBE, seperti
penyusunan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE.
o Mengoordinasikan penerapan SPBE lintas Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) agar sistem berjalan terintegrasi.
2. Pengelolaan Infrastruktur
o Mengelola data center atau pusat data pemerintah daerah.
o Menyediakan jaringan komunikasi data, seperti jaringan intranet
pemerintah (JIP), VPN, atau jaringan fiber optik.
3. Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
o Mengembangkan aplikasi layanan publik dan internal pemerintahan
berbasis elektronik, seperti sistem keuangan, kepegawaian, atau
layanan perizinan.
o Mengelola portal SPBE dan sistem SSO (Single Sign-On) untuk
mengintegrasikan aplikasi yang ada.
4. Keamanan Informasi
o Melakukan pengawasan terhadap keamanan informasi, termasuk

pencegahan serangan siber dan pengelolaan risiko.
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o Memastikan aplikasi dan data memiliki standar keamanan yang
sesuai, seperti penggunaan sertifikat elektronik dan enkripsi.
5. Pelayanan Data Terpadu
o Mengelola integrasi data antar OPD untuk mendukung pengambilan
keputusan berbasis data.
o Mengimplementasikan konsep big data dan data analytics.
6. Peningkatan Kapasitas SDM
o Menyelenggarakan pelatihan terkait SPBE bagi pegawai
pemerintahan untuk meningkatkan kompetensi.
o Mendorong kolaborasi antara tim teknis SPBE dan OPD pengguna.
7. Evaluasi dan Monitoring
o Melakukan evaluasi berkala terhadap indeks SPBE di tingkat
pemerintah daerah.
o Mengelola sistem pelaporan elektronik untuk pemantauan

implementasi SPBE.

¢ Implementasi SPBE di Diskominfo

1. Portal SPBE: Sebagai pintu masuk ke berbagai aplikasi pemerintahan, portal
ini mengintegrasikan layanan publik dan administrasi internal.

2. SSO (Single Sign-On): Memberikan akses terpusat bagi pengguna ke berbagai
aplikasi dengan satu autentikasi.

3. Aplikasi Srikandi: Mendukung tata kelola arsip berbasis elektronik.

4. Pengelolaan Jaringan: Mendukung kebutuhan jaringan seperti intranet
pemerintah daerah dan internet publik di fasilitas umum.

5. Call Center dan Pengaduan Publik: Layanan seperti Call Center 112
mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan atau meminta

bantuan.

+» Dampak Penerapan SPBE

1. Peningkatan Pelayanan Publik: Warga dapat mengakses layanan dengan
lebih cepat, efisien, dan transparan.

2. Efisiensi Pemerintahan: Mengurangi redundansi data dan mempermudah
koordinasi antar OPD.

3. Keamanan dan Keandalan: Data yang terkelola dengan baik dan aman
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

4. Peningkatan Indeks SPBE: Implementasi yang optimal membantu daerah

mencapai target indeks SPBE yang lebih baik sesuai arahan pemerintah pusat.
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2. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam

menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun berjalan, indikator Persentase
Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan
pembangunan daerah telah mencapai realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan
sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja indikator ini adalah 100% dan dapat
dikategorikan sangat baik.Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh Perangkat
Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah telah memanfaatkan data statistik sebagai dasar
dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik dalam
penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), maupun dokumen
perencanaan tahunan lainnya. Pemanfaatan data statistik tersebut menjadi bagian
penting dalam mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan
berbasis data (evidence-based planning).

Pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, antara lain:

1. Penguatan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah yang
mendorong penggunaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

2. Koordinasi dan pembinaan statistik sektoral kepada Perangkat Daerah sehingga
meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya penggunaan data statistik dalam
proses perencanaan pembangunan.

3. Ketersediaan sistem informasi dan portal data daerah, yang memudahkan Perangkat
Daerah dalam mengakses dan memanfaatkan data statistik sektoral.

4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data pada Perangkat Daerah
melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan pengelolaan data
statistik.

Dengan tercapainya indikator ini secara optimal, maka pemanfaatan data
statistik dalam proses perencanaan pembangunan daerah telah berjalan secara
konsisten di seluruh Perangkat Daerah.

Perbandingan dengan Target Nasional dan Provinsi

Jika dibandingkan dengan arah kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun
provinsi, capaian indikator ini juga telah sejalan dengan upaya pemerintah dalam
memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data sebagaimana diamanatkan

dalam kebijakan Satu Data Indonesia.
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Secara umum:

e Tingkat Nasional mendorong seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan
pemanfaatan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan guna
mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.

e Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) juga menekankan penguatan
statistik sektoral dan integrasi data melalui implementasi kebijakan Satu Data
Provinsi sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dengan capaian 100%, kinerja indikator ini telah menunjukkan keselarasan
bahkan memenuhi target yang diharapkan baik pada tingkat nasional maupun
provinsi, sehingga dapat dikatakan bahwa pemanfaatan data statistik dalam
proses perencanaan pembangunan daerah telah berjalan dengan baik.

Permasalahan dan Tantangan

Meskipun capaian indikator telah mencapai target maksimal, masih terdapat beberapa

tantangan yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

1. Kualitas dan konsistensi data statistik sektoral yang perlu terus ditingkatkan agar
data yang digunakan dalam perencanaan benar-benar valid dan mutakhir.

2. Kapasitas pengelola data di Perangkat Daerah yang masih perlu ditingkatkan,
terutama dalam pengolahan, analisis, dan pemanfaatan data statistik.

3. Integrasi sistem data antar perangkat daerah yang masih memerlukan penguatan
agar data dapat digunakan secara terpadu.

Upaya Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja tersebut, beberapa
langkah yang akan dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan data statistik sektoral di setiap Perangkat
Daerah.

2. Mengembangkan integrasi sistem data daerah melalui penguatan implementasi
Satu Data Daerah.

3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola data melalui pelatihan
dan bimbingan teknis statistik sektoral.

4. Mendorong pemanfaatan portal data daerah sebagai sumber data utama dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

Dengan langkah tersebut diharapkan pemanfaatan data statistik tidak hanya
mencapai target secara kuantitatif, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas
perencanaan pembangunan daerah yang lebih akurat, terukur, dan berbasis data.

3. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam

menyusun evaluasi pembangunan daerah.
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Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun berjalan, indikator
Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun
evaluasi pembangunan daerah menunjukkan realisasi sebesar 100% dari target yang
telah ditetapkan sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja indikator ini mencapai
100% dan dapat dikategorikan sangat baik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh Perangkat Daerah telah
memanfaatkan data statistik sektoral sebagai dasar dalam melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Data statistik
digunakan dalam berbagai dokumen evaluasi pembangunan seperti Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP), evaluasi capaian kinerja perangkat daerah, serta laporan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Pemanfaatan data statistik dalam evaluasi pembangunan menjadi bagian
penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan dapat dinilai secara
objektif, terukur, dan berbasis bukti (evidence-based evaluation). Dengan adanya
penggunaan data statistik, proses evaluasi tidak hanya bersifat administratif tetapi juga
mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai capaian pembangunan

daerah.
Analisis Faktor Pendukung Pencapaian
Capaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

1. Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dan Satu Data Daerah, yang
mendorong pemanfaatan data statistik sektoral sebagai dasar evaluasi
pembangunan.

2. Koordinasi dan pembinaan statistik sektoral kepada Perangkat Daerah, sehingga
meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya penggunaan data dalam proses
monitoring dan evaluasi pembangunan.

3. Ketersediaan sistem informasi dan portal data daerah, yang memudahkan
perangkat daerah dalam memperoleh data statistik yang diperlukan untuk
kegiatan evaluasi pembangunan.

4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data, khususnya dalam
pengelolaan dan analisis data statistik untuk mendukung evaluasi program dan

kegiatan pembangunan.

Perbandingan dengan Target Nasional dan Provinsi
Jika dibandingkan dengan arah kebijakan pembangunan di tingkat nasional

maupun provinsi, capaian indikator ini juga telah selaras dengan kebijakan pemerintah
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dalam memperkuat pengelolaan data statistik sektoral dan perencanaan

pembangunan berbasis data.

1. Tingkat Nasional
Pemerintah pusat melalui kebijakan Satu Data Indonesia mendorong seluruh
kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk memanfaatkan data
statistik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.
Pemanfaatan data statistik dalam evaluasi pembangunan menjadi salah satu aspek
penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.

2. Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
Pemerintah Provinsi NTB juga mendorong penguatan statistik sektoral dan
integrasi data pembangunan daerah melalui implementasi kebijakan Satu Data
Provinsi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas evaluasi pembangunan
daerah yang lebih terukur dan berbasis data.

Dengan capaian 100%, kinerja indikator ini menunjukkan bahwa pemanfaatan
data statistik dalam evaluasi pembangunan daerah telah berjalan dengan baik dan
sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan baik di tingkat nasional maupun Provinsi

NTB.

Tantangan dan Upaya Peningkatan

Meskipun capaian indikator telah mencapai target maksimal, beberapa hal
masih perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas evaluasi pembangunan daerah,
antara lain:

e Peningkatan kualitas dan konsistensi data statistik sektoral agar data yang
digunakan dalam evaluasi benar-benar valid dan mutakhir.

e Penguatan integrasi sistem data antar perangkat daerah sehingga data dapat
dimanfaatkan secara lebih terpadu dalam proses evaluasi pembangunan.

e Peningkatan kapasitas analisis data di perangkat daerah agar data statistik tidak
hanya digunakan sebagai informasi dasar, tetapi juga dapat menghasilkan analisis
yang lebih mendalam untuk mendukung pengambilan kebijakan.

Dengan upaya tersebut diharapkan pemanfaatan data statistik dalam evaluasi
pembangunan daerah tidak hanya memenuhi target indikator secara kuantitatif, tetapi
juga mampu meningkatkan kualitas evaluasi pembangunan yang lebih akurat,

transparan, dan akuntabel.
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4. Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun berjalan, indikator

Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah menunjukkan realisasi sebesar
100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja
indikator ini mencapai 100% dan termasuk dalam kategori sangat baik.
Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pengamanan informasi di lingkungan
pemerintah daerah telah dilaksanakan secara optimal. Keamanan informasi
merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis
elektronik, karena berkaitan dengan perlindungan terhadap kerahasiaan, integritas,
dan ketersediaan informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa upaya yang telah

dilakukan, antara lain:

1. Penerapan kebijakan dan standar keamanan informasi, termasuk penyusunan
regulasi internal terkait pengelolaan keamanan informasi di lingkungan
pemerintah daerah.

2. Pelaksanaan pengamanan infrastruktur teknologi informasi, seperti pengamanan
jaringan, server, dan sistem informasi yang digunakan oleh perangkat daerah.

3. Peningkatan kesadaran dan kapasitas sumber daya manusia, melalui sosialisasi
dan pembinaan terkait pentingnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan berbasis elektronik.

4. Koordinasi dengan instansi terkait, khususnya dalam penerapan standar
keamanan informasi serta penguatan pengelolaan keamanan sistem informasi
pemerintah daerah.

Analisis Capaian Kinerja

Capaian indikator yang mencapai 100% menunjukkan bahwa tingkat keamanan
informasi pemerintah daerah telah dikelola dengan baik dan sesuai dengan target yang
telah ditetapkan. Hal ini menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan
pemerintahan yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan, khususnya dalam era
digitalisasi pelayanan publik.

Namun demikian, seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tantangan dalam
pengelolaan keamanan informasi juga semakin kompleks. Ancaman terhadap sistem
informasi, seperti serangan siber, kebocoran data, maupun gangguan terhadap sistem
layanan elektronik, menjadi hal yang perlu terus diantisipasi.

Upaya Peningkatan dan Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada indikator ini,

beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain:

1. Penguatan tata kelola keamanan informasi, termasuk penerapan standar
keamanan informasi secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

2. Peningkatan pengamanan infrastruktur teknologi informasi, melalui
pemutakhiran sistem keamanan jaringan, server, dan aplikasi.

3. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparatur yang
bertanggung jawab dalam pengelolaan keamanan informasi pemerintah daerah.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. LOMBOK TENGAH



4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, untuk memastikan sistem
keamanan informasi berjalan secara optimal dan mampu mengantisipasi
berbagai potensi ancaman siber.

Dengan upaya tersebut diharapkan tingkat keamanan informasi pemerintah
daerah dapat terus terjaga serta mampu mendukung penyelenggaraan
pemerintahan berbasis elektronik yang aman, andal, dan terpercaya.
Tabel Tingkat Pencapaian Tujuan Srategis
Table 3.3.1
Rata-rata
o Rata- o Capaian
Kriteria Kriteria .
. . . Rata . Tujuan
Tujuan Rata-Rata Capaian Sasaran Capaian . Pencapaian
Capaian . Tahun
Sasaran . Tujuan
Tujuan sebelumnya
2025
Mewujudkan Indeks SPBE Sangat Sangat
) 100% . 100% . 100%
Pemerintahan Tinggi Tinggi
Berbasis
Elektronik Persentase
dal Perangkat Daerah
alam (PD) yang
mendukung menggunakan data
Sisitem statistik dalam Sangat Sangat
i i 100% 100% 100%
Birokrasi yang menyusun ° Tinggi ° Tinggi °
baik dan perencanaan
pelayanan Zembsngunan
Publik yang aeran.
memuaskan
Persentase
Perangkat Daerah
(PD) yang
menggunakan data
statistik dalam s . s .
anga anga
menyusun 100% | 2287 | 100% nea 100%
perencanaan dan Tinggi Tinggi
evaluasi
pembangunan
daerah.
Persentase tingkat
keamanan Sangat Sangat
. ) 100% . 100% . 100%
informasi Tinggi Tinggi
pemerintah.
Rata-rata Total . Sangat
100% Baik 100% . 100%
Tinggi
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Tabel 3.3.2 Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tujuan/Sasaran/Strategis/Sasaran . L Realisasi % Target Realisasi %
No Indikator Kinerja Target L L Program
Program Kinerja | Kinerja Anggaran Keuangan Keuangan
PENGELOLAAN
Meningkatnya INFORMASI DAN 1.535.976.094 | 1.531.333.100 | 99,70
kualitas layanan Indeks SPBE 2,7 3,04 100% KOMUNIKASI PUBLIK
SPBE PENGELOLAAN
APLIKASI 2.280.082.256 | 2.240.914.800 | 98,28
INFORMATIKA
Meningkatnya Persentase PD yang
pengelolaan data menggunakan data
statistik sektoral statistik dalam menyusun | 100% 100% 100%
_ _ yang akurat dan perencanaan
Mewujudkan Pemerintahan terintegrasi pembangunan daerah
Berbasis Elektronik dalam
1 | mendukung Sisitem Birokrasi PENYELENGGARAAN
76.828.833 72.581.100 94,47
yang baik dan pelayanan Publik STATISTIK SEKTORAL
yang memuaskan Persentase PD yang
menggunakan data
statistik dalam 100% 100% 100%
melakukan evaluasi
pembangunan daerah
Meningkatnya tata PENYELENGGARAAN
kelola persandian Tingkat keamanan o o o PERSANDIAN UNTUK
dan keamanan informasi pemerintah 100% 100% 100% PENGAMANAN >0.149.818 39.818.900 79,40
informasi INFORMASI
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Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas
Komunikasi dan Informatika yang mencapai persentase rata- rata sebesar 100% dilaksanakan
melalui 4 Program dengan realisasi keuangan sebesar 92,96%. Dari perbandingan tersebut maka

diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaaan sumberdaya dalam mencapai target.
Efisiensi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut :

1. Terdapat anggaran yang tidak terealisasi bersumber dari honorarium PPK merangkap
Pengguna Anggaran yang tidak diperbolehkan menerima honorarium sesuai kebijakan
daerah

2. Anggaran SPPD sudah dipergunakan sesuai dengan kebutuhan di tahun 2025 sehingga
masih ada anggaran tersisa

3. Anggaran BBM untuk pejabat fungsional sudah tidak boleh dibayarkan lagi karena
mereka sudah mendapatkan tunjangan fungsional sendiri.

4. Ada salah satu media yang tidak mengajukan invoice ppembayaran.

5. Ada kegiatan Konferensi pers yang tidak membutuhkan biaya konsumsi dikarenakan
kegiatannya hanya sebentar.

6. Tidak semua fitur atau layanan yang awalnya direncanakan jadi digunakan, sehingga
pemilihan paket yang lebih rendah dari anggaran awal menghasilkan penghematan.

7. Penyedia jasa yang dipilih memberikan penawaran harga yang lebih rendah dari
perkiraan anggaran awal tanpa mengurangi kualitas pekerjaan.

8. Sisa uang sppd tidak mencukupi untuk melaksanakan undangan bimtek sehingga tidak
dipergunakan,hal ini dikarenakan untuk pengajuan uang SPPDnya dengan tujuan Jakarta
sedangkan kegitan Bimteknya dilakukan di Makasar sehingga uang SPPD tidak
mencukupi.

4. Analisis Program Kegiatan

Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, ada

4 program yang mendukung tujuan tersebut, berikut Adalah analisis masing — masing

program dalam menunjang keberhasilan untuk mencapai target yang sudah di tetapkan

I.  Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika merupakan salah satu program
strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Lombok Tengah dalam rangka mendukung implementasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE). Program ini berperan penting dalam meningkatkan
kualitas layanan pemerintahan berbasis digital serta mendorong integrasi sistem

informasi di lingkungan perangkat daerah.
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Pada tahun berjalan, capaian Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
sebesar 3,04 telah memenubhi target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan
kinerja perangkat daerah. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya
yang dilakukan melalui program pengelolaan aplikasi informatika yang mendukung

peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

Beberapa kegiatan nyata yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten
Lombok Tengah dalam mendukung pencapaian nilai SPBE antara lain sebagai berikut:
1. Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Pemerintahan

Dinas Kominfo melakukan pengembangan serta pengelolaan berbagai aplikasi
pemerintahan yang digunakan oleh perangkat daerah untuk mendukung
pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Pengembangan aplikasi ini
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan serta
mempercepat proses layanan kepada masyarakat.

2. Integrasi dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Upaya integrasi berbagai sistem informasi yang digunakan oleh perangkat daerah
terus dilakukan agar data dan informasi dapat dikelola secara lebih terintegrasi.
Integrasi sistem ini mendukung penerapan konsep Satu Data Daerah, sehingga data
yang digunakan oleh perangkat daerah menjadi lebih konsisten dan dapat
dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan keputusan.

3. Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi

Dalam rangka mendukung operasional aplikasi pemerintahan berbasis elektronik,
pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo juga melakukan penguatan infrastruktur
teknologi informasi seperti pengelolaan server, jaringan internet pemerintah daerah,
serta pusat data yang digunakan untuk menjalankan berbagai sistem aplikasi
pemerintahan.

4. Pengelolaan Website dan Layanan Digital Pemerintah

Dinas Kominfo juga melakukan pengelolaan dan pengembangan website resmi
pemerintah daerah serta website perangkat daerah sebagai sarana penyediaan
informasi publik dan layanan digital kepada masyarakat. Keberadaan website
pemerintah daerah menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian layanan
berbasis elektronik dalam SPBE.

5. Pembinaan dan Pendampingan Pemanfaatan Aplikasi oleh Perangkat Daerah
Dinas Kominfo secara aktif melakukan pembinaan serta pendampingan kepada
perangkat daerah dalam pemanfaatan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi yang telah dikembangkan
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dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas
pemerintahan.
Analisis Kontribusi terhadap Pencapaian Indeks SPBE
Pelaksanaan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap peningkatan nilai Indeks SPBE Kabupaten Lombok Tengah,
khususnya pada aspek layanan berbasis elektronik, tata kelola teknologi informasi,
serta integrasi sistem informasi pemerintahan.
Dengan adanya pengembangan dan pemanfaatan aplikasi pemerintahan, proses
administrasi pemerintahan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Selain
itu, integrasi sistem informasi serta penguatan infrastruktur teknologi informasi turut
mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis digital secara lebih
optimal.
Kesimpulan

Secara umum, Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan
Informasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Lombok Tengah telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung tujuan
peningkatan keamanan informasi pemerintah daerah melalui penerapan tata kelola
persandian yang baik. Melalui penguatan pengamanan sistem informasi, pengelolaan
jaringan komunikasi sandi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta
koordinasi dengan instansi pembina persandian, tingkat keamanan informasi
pemerintah daerah dapat terjaga dengan baik. Ke depan, upaya penguatan sistem
keamanan informasi, peningkatan integrasi pengamanan sistem teknologi informasi,
serta pengembangan kapasitas aparatur di bidang keamanan informasi perlu terus
dilakukan agar pengelolaan keamanan informasi pemerintah daerah semakin andal,

adaptif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan keamanan siber di era digital.

II.  Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) yang dilaksanakan
oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah
satu program strategis dalam mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE). Program ini berperan penting dalam memastikan tersedianya
informasi pemerintahan yang transparan, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat
melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pada tahun berjalan, Indeks SPBE Kabupaten Lombok Tengah mencapai nilai 3,04,
sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini didukung oleh berbagai

upaya yang dilakukan melalui program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
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yang berfokus pada penyediaan layanan informasi pemerintah secara digital serta
penguatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Beberapa kegiatan nyata yang telah dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten
Lombok Tengah dalam mendukung pencapaian nilai SPBE melalui Program
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik antara lain sebagai berikut:

1. Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Daerah

Dinas Kominfo melakukan pengelolaan dan pembaruan konten website resmi
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah serta website perangkat daerah sebagai
media utama penyampaian informasi publik. Website tersebut menjadi sarana
penting dalam menyediakan informasi kebijakan, program pembangunan daerah,
serta berbagai layanan pemerintahan kepada masyarakat secara daring.

2. Diseminasi Informasi Pemerintah Melalui Media Digital

Penyebarluasan informasi terkait program pembangunan daerah, kegiatan
pemerintah, serta berbagai kebijakan publik dilakukan melalui media sosial resmi
pemerintah daerah seperti Facebook, Instagram, dan platform digital lainnya.
Pemanfaatan media digital ini mendukung penyampaian informasi secara cepat, luas,
dan efektif kepada masyarakat.

3. Penguatan Layanan Informasi Publik

Dinas Kominfo juga berperan dalam memfasilitasi penyediaan informasi publik sesuai
dengan prinsip keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat
memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses terkait
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

4. Pengembangan Komunikasi Publik Pemerintah

Dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi antara pemerintah dan
masyarakat, Dinas Kominfo melaksanakan kegiatan dokumentasi, publikasi, serta
penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui berbagai kanal komunikasi
pemerintah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
terhadap program pembangunan daerah serta memperkuat partisipasi publik.

5. Pemanfaatan Layanan Pengaduan dan Informasi Publik

Dinas Kominfo juga mendukung pengelolaan berbagai kanal layanan pengaduan
masyarakat berbasis teknologi informasi, yang memungkinkan masyarakat
menyampaikan aspirasi, masukan, maupun pengaduan terkait pelayanan publik
secara lebih mudah dan cepat.

Analisis Kontribusi terhadap Pencapaian Indeks SPBE
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Pelaksanaan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan nilai Indeks SPBE Kabupaten Lombok
Tengah, khususnya pada aspek layanan publik berbasis elektronik, transparansi
informasi pemerintah, serta komunikasi digital pemerintah dengan masyarakat.

Pemanfaatan berbagai media digital dalam penyampaian informasi publik
menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengoptimalkan teknologi informasi
dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif.
Selain itu, ketersediaan informasi publik secara daring juga meningkatkan kualitas
pelayanan informasi kepada masyarakat serta memperkuat akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan.

Kesimpulan

Secara umum, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang
dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian target Indeks
SPBE sebesar 3,04. Melalui pengelolaan website pemerintah daerah, diseminasi
informasi melalui media digital, penguatan keterbukaan informasi publik, serta
pengembangan komunikasi publik pemerintah, implementasi SPBE di Kabupaten
Lombok Tengah dapat berjalan dengan baik. Ke depan, upaya peningkatan kualitas
pengelolaan informasi publik, penguatan integrasi kanal komunikasi pemerintah,
serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam penyampaian informasi
kepada masyarakat perlu terus dilakukan guna mendukung peningkatan kualitas tata

kelola pemerintahan berbasis elektronik.

lll.  Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral merupakan salah satu program
strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Lombok Tengah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan data statistik
daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Program
ini juga sejalan dengan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang
bertujuan untuk mewujudkan tata kelola data yang lebih baik dalam mendukung
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Tengah berperan
sebagai wali data daerah yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan
pengelolaan data statistik sektoral di seluruh Perangkat Daerah. Melalui program ini,

berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh
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perangkat daerah dapat dikelola secara terintegrasi dan dimanfaatkan secara optimal
dalam proses pembangunan daerah.

Beberapa kegiatan nyata yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Program
Penyelenggaraan Statistik Sektoral antara lain sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Pembinaan Statistik Sektoral kepada Perangkat Daerah

Dinas Kominfo secara aktif melaksanakan kegiatan koordinasi, pembinaan, serta
pendampingan kepada perangkat daerah dalam pengelolaan data statistik sektoral.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai
pentingnya pengelolaan data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia,
sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih standar dan berkualitas.

2. Penguatan Implementasi Satu Data Daerah

Dalam rangka mendukung integrasi data pembangunan daerah, Dinas Kominfo
mendorong implementasi Satu Data Daerah melalui penyusunan standar data,
metadata, serta mekanisme pengelolaan data antar perangkat daerah. Dengan
adanya integrasi data tersebut, data yang dimiliki oleh perangkat daerah dapat
digunakan secara bersama dalam mendukung perencanaan dan evaluasi
pembangunan.

3. Pengembangan dan Pemanfaatan Portal Data Daerah

Dinas Kominfo juga mengembangkan dan mengelola portal data daerah sebagai
sarana penyediaan data statistik sektoral yang dapat diakses oleh perangkat daerah
maupun masyarakat. Portal data ini menjadi media penting dalam menyediakan data
yang lebih terbuka, transparan, dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan
keputusan berbasis data.

4. Validasi dan Sinkronisasi Data Statistik

Untuk memastikan kualitas data yang dihasilkan oleh perangkat daerah, Dinas
Kominfo melakukan proses validasi, verifikasi, serta sinkronisasi data statistik
sektoral yang dikoordinasikan bersama perangkat daerah terkait dan instansi
pembina statistik, seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Proses ini bertujuan untuk
memastikan bahwa data yang digunakan dalam pembangunan daerah memiliki
tingkat akurasi yang tinggi.

5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Data

Dinas Kominfo juga melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur
perangkat daerah melalui sosialisasi, bimbingan teknis, serta pelatihan pengelolaan
data statistik sektoral. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
aparatur dalam mengelola, mengolah, dan memanfaatkan data statistik secara lebih

efektif.
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Analisis Kontribusi terhadap Peningkatan Pengelolaan Data Statistik
Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral memberikan kontribusi
yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data statistik di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Melalui koordinasi pengelolaan data,
penguatan implementasi Satu Data Daerah, serta pengembangan portal data daerah,
pengelolaan data statistik menjadi lebih terintegrasi, terstandar, dan mudah diakses
oleh perangkat daerah.
Ketersediaan data statistik yang akurat dan terintegrasi juga memberikan manfaat
penting dalam mendukung proses perencanaan pembangunan, monitoring
pelaksanaan program, serta evaluasi pembangunan daerah. Dengan demikian,
pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah dapat dilakukan secara lebih tepat
sasaran karena didasarkan pada data yang valid dan terpercaya.
Kesimpulan

Secara umum, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dilaksanakan oleh
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah telah memberikan
kontribusi nyata dalam mendukung tujuan meningkatnya pengelolaan data statistik
yang akurat dan terintegrasi. Melalui koordinasi statistik sektoral, penguatan
implementasi Satu Data Daerah, pengembangan portal data daerah, serta
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kualitas pengelolaan data statistik
daerah terus mengalami peningkatan. Ke depan, upaya penguatan integrasi data
antar perangkat daerah, peningkatan kualitas metadata dan standar data, serta
optimalisasi pemanfaatan portal data daerah perlu terus dilakukan agar pengelolaan
data statistik daerah dapat semakin mendukung perencanaan dan pengambilan

kebijakan pembangunan yang berbasis data (data-driven policy).

IV.  Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi merupakan
salah satu program strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka mendukung terciptanya sistem
pengamanan informasi pemerintah daerah yang andal dan terpercaya. Program ini
bertujuan untuk meningkatkan keamanan informasi melalui penerapan tata kelola
persandian yang baik, sehingga informasi strategis pemerintah daerah dapat
terlindungi dari berbagai potensi ancaman, baik yang bersifat internal maupun

eksternal.
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Dalam era digitalisasi pemerintahan dan implementasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE), keamanan informasi menjadi salah satu aspek yang sangat
penting dalam menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang
dimiliki oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan program persandian
menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang
aman, efektif, dan berkelanjutan.

Beberapa kegiatan nyata yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika  Kabupaten Lombok Tengah dalam pelaksanaan Program
Penyelenggaraan Persandian antara lain sebagai berikut:

1. Pengelolaan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah

Dinas Kominfo melaksanakan pengelolaan jaring komunikasi sandi pemerintah
daerah sebagai sarana pengamanan komunikasi kedinasan yang bersifat strategis.
Melalui pengelolaan jaringan komunikasi sandi tersebut, proses pertukaran informasi
penting antar instansi pemerintah dapat dilakukan secara lebih aman dan terlindungi.
2. Penerapan Pengamanan Sistem dan Infrastruktur Teknologi Informasi

Upaya pengamanan informasi juga dilakukan melalui penguatan sistem pengamanan
pada infrastruktur teknologi informasi, seperti pengamanan jaringan, server, serta
sistem aplikasi pemerintahan. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya
gangguan keamanan sistem, seperti serangan siber, kebocoran data, maupun
penyalahgunaan akses terhadap sistem informasi pemerintah.

3. Koordinasi dengan Lembaga Persandian Nasional

Dinas Kominfo juga melakukan koordinasi dengan instansi pembina persandian,
seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dalam rangka meningkatkan kualitas
pengelolaan persandian di daerah. Koordinasi tersebut meliputi kegiatan pembinaan,
konsultasi teknis, serta penerapan standar keamanan informasi yang sesuai dengan
kebijakan nasional.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Persandian

Dalam mendukung pengelolaan keamanan informasi yang lebih baik, Dinas Kominfo
juga melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pengelola persandian,
melalui pelatihan, sosialisasi, maupun kegiatan pembinaan terkait pengamanan
informasi dan pengelolaan sistem keamanan informasi.

5. Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi

Dinas Kominfo secara berkala melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap
sistem keamanan informasi yang digunakan oleh perangkat daerah. Kegiatan ini

bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengamanan informasi yang telah
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diterapkan dapat berjalan dengan baik serta mampu mengantisipasi berbagai potensi
ancaman keamanan informasi.
Analisis Kontribusi terhadap Peningkatan Keamanan Informasi
Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan tingkat keamanan
informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Melalui pengelolaan
jaringan komunikasi sandi, penguatan pengamanan sistem teknologi informasi, serta
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan keamanan informasi
pemerintah daerah menjadi lebih terstruktur dan sistematis.
Selain itu, koordinasi dengan instansi pembina persandian nasional juga membantu
pemerintah daerah dalam menerapkan standar keamanan informasi yang sesuai
dengan kebijakan nasional, sehingga sistem pengamanan informasi yang diterapkan
dapat lebih efektif dalam melindungi informasi pemerintah daerah.
Kesimpulan

Secara umum, Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan
Informasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Lombok Tengah telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung tujuan
peningkatan keamanan informasi pemerintah daerah melalui penerapan tata kelola
persandian yang baik. Melalui penguatan pengamanan sistem informasi, pengelolaan
jaringan komunikasi sandi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta
koordinasi dengan instansi pembina persandian, tingkat keamanan informasi
pemerintah daerah dapat terjaga dengan baik. Ke depan, upaya penguatan sistem
keamanan informasi, peningkatan integrasi pengamanan sistem teknologi informasi,
serta pengembangan kapasitas aparatur di bidang keamanan informasi perlu terus
dilakukan agar pengelolaan keamanan informasi pemerintah daerah semakin andal,

adaptif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan keamanan siber di era digital.
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5. Akuntabilitas Keuangan

Berikut adalah pencapaian realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel lII.6.
Anggaran dan Realisasi dari pelaksanaan Program/Kegiatan yang dilaksanakan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

No

Program dan
Kegiatan yang
dilaksanakan

Belanja Tidak
Langsung

Belanja Langsung

Belanja
Pegawai

Belanja
Barang
dan
Jasa

Belanja Operasi

Belanja
Modal

Total Belanja

Realisasi
Belanja

Persentase

Unit Kerja yang
melaksanakan
program/kegiatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah

59.691.725

59.691.725

49.937.340

83,66

Sekretariat

Administrasi
Keuangan
Perangkat
Daerah

3.291.682.916,92

3.291.682.916,92

3.291.682.916,92

3.255.377.812

98,90

Sekretariat

Administrasi
Umum Perangkat
Daerah

29.744.143

378.526.142

470,100,285

456.905.101

97,19

Sekretariat

Pengadaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah

111.023.304

111.023.304

108.765.000

97,97

Sekretariat

Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah

290.215.536

290.215.536

184.491.500

63,57

Sekretariat

Pemeliharaan
Barang milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

125.941.020

125.941.020

108.341.633

86,03

Sekretariat

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

PUBLIK

Pengelolaan
Informasi dan
Komunikasi
Publik
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota

1.535.976.094

1.535.976.094

1.531.333.100

99,70

Bidang PIKP

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Pengelolaan e-
govemment Di
Lingkup
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota

1,811,494,600

468,587,656

2.280.082.256

2.240.914.800

Bidang APTIKA

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Penyelenggaran
Statistik Sektoral
di Lingkup
Daerah
Kabupaten/Kota

62,060,833

14.768.000

76.828.833

72.581.100

94,47

Bidang Statistik
dan Sandi

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PE

NGAMANAN INFORMASI

Penyelenggaraan
Persandian untuk
Pengamanan
Informasi
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota

25.579.868,96

24.569.950

50.149.818,96

39.818.900

79,40

Bidang Statistik
dan Sandi
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok
Tengah Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan ini maka
pendekatan dalam menghitung capaian kinerja Instansi lebih berorientasi pada capaian

sasaran/target kinerja pada RPJMD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi, dan analisis kinerja yang telah dilakukan, dapat
disimpulkan bahwa secara umum kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok
Tengah pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh
keberhasilan dalam mencapai sebagian besar target indikator kinerja utama yang telah

ditetapkan.

Beberapa capaian kinerja utama yang berhasil dicapai antara lain:

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencapai nilai 3,04 dengan kategori
Baik, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan
perencanaan pembangunan daerah mencapai 100%.

3. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam evaluasi pembangunan
daerah mencapai 100%.

4. Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah mencapai 100%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis
elektronik, pengelolaan data statistik sektoral, penguatan komunikasi publik, serta pengamanan

informasi pemerintah daerah telah berjalan secara optimal.
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Keberhasilan ini merupakan hasil dari sinergi antara pelaksanaan program dan kegiatan
yang terencana, dukungan pimpinan daerah, koordinasi dengan perangkat daerah, serta
komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara profesional

dan akuntabel.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian,
antara lain peningkatan integrasi sistem aplikasi pemerintahan, penguatan keamanan informasi
di tengah meningkatnya ancaman siber, serta peningkatan kualitas pengelolaan dan

pemanfaatan data dalam mendukung pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Langkah Strategis Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja organisasi di masa mendatang, Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah akan terus melakukan berbagai langkah
strategis yang diarahkan untuk memperkuat transformasi digital pemerintahan serta

meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain:

1) Meningkatkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui
penguatan arsitektur SPBE, integrasi sistem aplikasi pemerintahan, serta peningkatan
kualitas layanan publik berbasis digital.

2) Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah,
termasuk penguatan jaringan komunikasi data, pusat data pemerintah daerah, serta sistem
pengamanan jaringan dan informasi.

3) Meningkatkan kualitas pengelolaan statistik sektoral daerah melalui penguatan
implementasi kebijakan Satu Data Daerah, peningkatan kualitas standar data dan metadata,
serta optimalisasi pemanfaatan portal data daerah.

4) Memperkuat tata kelola keamanan informasi pemerintah daerah, melalui peningkatan
kapasitas aparatur persandian, penguatan sistem keamanan informasi, serta penerapan
standar keamanan informasi secara berkelanjutan.

5) Mengoptimalkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, melalui pemanfaatan
berbagai kanal komunikasi digital pemerintah untuk meningkatkan keterbukaan informasi

publik serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
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6) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan
komunikasi, guna mendukung pelaksanaan transformasi digital pemerintahan secara lebih

efektif dan berkelanjutan.

Melalui berbagai langkah strategis tersebut, diharapkan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Lombok Tengah dapat terus meningkatkan kualitas kinerjanya serta
memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam mendukung terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi, serta

meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Komunikasi dan
Informatika Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ini kami sampaikan, mudah-mudahan ada

manfaatnya dan menjadi bahan acuan bagi kegiatan dimasa yang akan datang.

Praya, 30 Januari 2026
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I
'Y
2 Al
: ALU HERDAN, M.Si
P<496908151989031007
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TAHUN 2025
KINERJA INDIKATOR TARGET
TUJUAN Mewujudkan Indeks SPBE 2,70
Pemerintahan Berbasis
Elektronik dalam mendukung
Sisitem Birokrasi yang baik dan
Pelayanan Publik yang
memuaskan
Y
&
KINERJA INDIKATOR TARGET KINERJA INDIKATOR TARGET KINERJA INDIKATOR TARGET
SASARAN Meningkatnya |Nilai Domain 3,10 SASARAN Meningkatnya Persentase Perangkat 100 SASARAN Meningkatnya Persentase tingkat 100
Kualitas Layanan SPBE Kebijakan Pengelolaan Data Statistik Daerah (PD) yang Tata Kelola Persandian dan |keamanan informasi
(Sistem Pemerintahan SPBE Sektoral Yang Akurat dan menggunakan data Keamanan Informasi pemerintah
Berbasis Elektronik Terintegrasi statistik dalam menyusun
perencanaan
pembangunan daerah
Nilai Domain 2,10
Tata Kelola
SPBE
Nilai Domain 1,80 Persentase PD yang 100
Manajemen menggunakan data
SPBE statistik dalam melakukan
Nilai Domain 3,80 evaluasi pembangunan
Layanan SPBE daerah
4
KINERJA INDIKATOR TARGET KINERJA INDIKATOR TARGET KINERJA INDIKATOR TARGET KINERJA INDIKATOR TARGET
SASARAN Tersedianya Persentase OPD yang 94,53 SASARAN Terwujudnya layanan |Persentase OPD yang 95,00 SASARAN Meningkatnya Jumlah instansi yang 58,00 SASARAN Persentase informasi 100
layanan publik menggunakan E-Gov SPBE yang prima Crosscuting: menjalankan pelayanan efektifitas pengembangan |melaksanakan layanan Terwujudnya daerah yang
Crosscuting: MPP dalam penyelenggaraan Semua OPD publik secara online informasi pembangunan Lombok Tengah Satu informasi yangaman |diamankan
kegiatan utama daerah Crosscuting: BPS, Data Crosscuting: Semua
Semua OPD OPD
KINERJA INDIKATOR TARGET KINERJA INDIKATOR TARGET KINERJA INDIKATOR TARGET KINERJA INDIKATOR TARGET
MeningkatnyaJumlah |Jumlah PPID (OPD, Desa, 183 Meningkatnya jumlah Aplikasi Jumlah Aplikasi Yang 1 Tersedianya dokumen 1. Buku Saku Statistik 3 Meningkatnya Jumlah Pengamanan 32
PPID yang melaksanakan | Sekolah, Puskesmas) yang terintegrasi Crosscuting: Terintegrasi statistik Sektoral Pengamanan Persandian
diseminasi informasi yang aktif Semua OPD Crosscuting: Semua OPD | 2. Buku Lombok Tengah Persandian OPD
Crosscuting: Semua OPD melaksanakan 3. Buku Kecamatan Crosscuting: Semua
diseminasi informasi Dalam Data OPD
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untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas
Komunikasi dan Informatika diperlukan Indikator
KinerjaUtama (IKU) sebagai tolok ukur yang jelas
dan sistematik dalam mengukur pencapaian

tujuan dan sasaran strategis yang telah
ditetapkan



LOMBOK TENGAH PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jalan Raden Puguh Praya
Kantor Bupati Lombok Tengah Gedung A Lantai 3

www. diskominfo.lomboktengahkab.go.id, Email: diskominfo@lomboktengahkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas
Komunikasi dan Informatika diperlukan Indikator KinerjaUtama
(IKU) sebagai tolok ukur yang jelas dan sistematik dalam mengukur
pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
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Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Tengah Tahun 2022 Nomor 4);

8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2022
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

9. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun
Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

10.

11.

Lombok Tengah tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-
2026

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah;

Kinerja adalah hasil/keluaran dari program/kegiatan yang telah atau hendak
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas
terukur;

Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran
keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang
merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas
dan fungsi organisasi,

IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah adalah ukuran
keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah
direncanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lombok Tengah;

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
tertentu 1 (satu) sampai S (lima) tahun;

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran
yang diharapkan dari suatu kegiatan;

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang
lebih pendek dari tujuan;

Program adalah penjabaran kebijakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa
kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil
yang terukur sesuai dengan misi Dinas Komunikasi dan Informatika;

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke
semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
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12. Keluaran (output) adalah hasil kegiatan yang telah dilaksanakan berupa barang
dan jasa untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan, program dan kebijakan;

13. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Tujuan tercapainya IKU adalah :

a. Tersedianya informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan

b. Tersedianya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran
strategis organisasi.

Pasal 3

1) Ruang lingkup penetapan IKU adalah IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah.

2) IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah.

BAB I1I
KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 4

IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah wajib digunakan
sebagai dasar untuk :

Menetapkan rencana kerja tahunan;

Menetapkan rencana kerja tahunan dan penganggarannya;

Menyusun dokumen perjanjian kinerja;

Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan

Melakukan evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

o0 TE

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 5

1) Penetapan IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

2) IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah paling sedikit
memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, tugas, dan fungsi.

3) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga
mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

a. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasl dan
Informatika Kabupaten Lombok Tengah

b. Perkembangan kebutuhan kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
dan
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c. Pelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 24 Januari 2025
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Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : 01 Tahun 2025

Tanggal : 24 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025

1.

2.

INSTANSI

VISI KABUPATEN

MISI RPJMD

TUGAS

FUNGSI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok

Tengah

Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman,

Sejahtera, Bermutu, Maju Dan Berbudaya (Bersatu Jaya)

Mewujudkan kepemerintahan yang baik dan kepastian hukum

dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik

berkualitas.

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi

Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan

Statistik

a. perumusan  kebijakan di Bidang Pengelolaan Informasi
dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan
Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan
Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi
Informatika dan Bidang Aplikasi Informatika dan
Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan
pemerintahan di Bidang Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatikadan

Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian,
Keamanan Informasi dan Statistik;

d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup Bidang
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,
Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Aplikasi
Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi
dan Statistik; dan

c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh
Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
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TARGET

Penjelasan
Tujuan Sstasaran lodlcatonifinesa Satuan Definisi Operasional
rategis Utama
Formulasi/Rumus Perhitungan Sumber Data 2021 2022 | 2023 2024 2025 2026
Mewujudkan Meningkatnya Indeks SPBE Nilai Indeks SPBE adalah Penghitungan nilai indeks SPBE Bidang Aplikasi 1,65 1,78 2,30 2,55 2,70 3,13
Pemerintahan kualitas ukuran kinerja dalam berdasarkan Peraturan Menteri dan
Berbasis layanan SPBE pelaksanaan Sistem Pendayagunaan Aparatur Negara Informatika,
Elektronik Pemerintahan Berbasis Reformasi Birokrasi nomor 59 tahun Bidang
dalam Elektronik (SPBE) yang 2020 : Persandian,
mendukung mencakup tata kelola, INDEKS SPBE = £ NDj X BDj Keamanan
Sisitem layanan, dan penerapan Keterangan : Informasi dan
Birokrasi yang teknologi informasi di - NDj = Nilai Indeks Domain ke-j Statistik dan
baik dan pemerintahan. Indeks ini - BDj = Bobot Domain ke-j Bidang
pelayanan dinilai berdasarkan " INDEKS DOMAIN = —'—E NAIxBA: Pengelolaan
Publik yang komponen-komponen BDt Informasi dan
memuaskan utama yang ditentukan Keterangan : ) . Komunikasi
oleh Kementerian - BDi = Bobot Domain ke-i Publik
Pendayagunaan - NA! = Nilai Indeks Asp(lek ke-i
Aparatur Negara dan - BAi = Bobot Aspek ke-i
Reformasi Birokrasi INDEKS ASPEK = BL_{ Z NIk x Blk
(Menpan RB}). Keterangan :
- BAk = Nilai Bobot Aspek ke-k
- NIk = Nilai Tingkat Kematangan
indikator ke-k
- BIk = Nilai Bobot indikator ke-k
Meningkatnya Persentase % Persentase PD yang Jumlah PD yang mengguna- Bidang 100 100 100 100 100 100
pengelolaan Perangkat Daerah menggunakan data kan data statistik untuk pe-rencanaan Persandian,
data statistik (PD) yang statistik dalam dibagi Jumlah total PD dikalikan 100% Keamanan
sektoral yang menggunakan penyusunan Informasi dan
akurat dan data statistik perencanaan Statistik
terintegrasi dalam menyusun pembangunan daerah
perencanaan adalah proporsi
pembangunan perangkat daerah yang
daerah menggunakan data
statistik sektoral
terintegrasi dalam
dokumen rencana
pembangunan daerah
(RPJMD, RKPD,
Renstra).
Persentase PD % Persentase PD yang Jumlah PD yang mengguna- Bidang 100 100 100 100 100 100
yang menggunakan data kan data statistik untuk eva-luasi dibagi Persandian,
menggunakan statistik dalam evaluasi Jumlah total PD dikalikan 100% Keamanan
data statistik pembangunan daerah Informasi dan
dalam melakukan adalah proporsi Statistik
evaluasi perangkat daerah yang
pembangunan memanfaatkan data
daerah statistik sektoral untuk
mengukur dan
mengevaluasi capaian
pembangunan
Meningkatnya Persentase tingkat % Persentase tingkat Jumlah Komponen Keama- Bidang 100 100 100 100 100 100
tata Kelola keamanan keamanan informasi nan Informasi yang Meme-nuhi Standar Persandian,
persandian informasi pemerintah adalah dibagi Jumlah Total Komponen Keamanan
dan pemerintah ukuran tingkat Keamanan Informasi yang dinilai di kali Informasi dan
keamanan keberhasilan dalam 100% Statistik
informasi melindungi kerahasiaan,
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integritas, dan

ketersediaan informasi di

lingkungan
pemerintahan.
Pengukuran ini
mencakup audit

keamanan, implementasi
kebijakan keamanan

informasi, dan

manajemen risiko

informasi

Berikut adalah penjelasan untuk tabel indikator kinerja yang disusun
berdasarkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-

bound):
: Sasaran Indikator Target
Hujuad Strategis Kinerja Batuaa Waktu Retorangan
Mewujudkan Meningkatkan |Nilai Indeks Nilai 2021- [Mengacu pada
Pemerintahan |kualitas layanan |SPBE 2026 [Indeks SPBE
Berbasis SPBE Nasional
Elektronik
Meningkatkan |Meningkatkan |Persentase Persentase|2021- |Mengacu pada
Pengelolaan persentase perangkat (%) 2026 |jumlah
Data Statistik |perangkat daerah yang perangkat
daerah yang menggunakan daerah yang
menggunakan |data statistik menggunakan
data statistik data statistik
Meningkatkan |Meningkatkan |Persentase Persentase|2021- [Mengacu pada
Tata Kelola tingkat komponen (%0) 2026 |audit keamanan
Keamanan keamanan keamanan informasi yang
Informasi informasi informasi yang dilakukan
pemerintah memenuhi
standar
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1. Tujuan:
o Menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai oleh organisasi.
Dalam tabel ini, tujuan mencakup:
= Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
= Meningkatkan pengelolaan data statistik sektoral.
= Meningkatkan tata kelola keamanan informasi.

2. Sasaran Strategis:
o Sasaran spesifik yang mendukung pencapaian tujuan. Setiap
sasaran strategis terfokus pada hal yang lebih terukur, misalnya:

= Meningkatkan kualitas layanan SPBE untuk tujuan
pemerintahan berbasis elektronik.

= Meningkatkan perangkat daerah yang menggunakan data
statistik untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis
data.

= Meningkatkan keamanan informasi untuk melindungi data
pemerintahan.

3. Indikator Kinerja:
o Menyatakan ukuran keberhasilan yang spesifik dan terukur.

Contohnya:
= Nilai Indeks SPBE, yang mengukur kualitas implementasi
SPBE.

= Persentase perangkat daerah yang menggunakan data
statistik sebagai ukuran tingkat adopsi data dalam
perencanaan.

= Persentase komponen keamanan informasi yang memenuhi
standar, yang menunjukkan tingkat keamanan informasi
pemerintahan.

4. Satuan:
o Unit yang digunakan untuk mengukur indikator kinerja. Dalam hal
ini, ada dua jenis satuan: nilai (untuk indeks SPBE) dan persentase
(untuk indikator lainnya).

5. Target Waktu:
o Memberikan batas waktu pencapaian sasaran yang realistis dan
relevan. Semua target diarahkan untuk dicapai selama periode
2021-2026.

6. Keterangan:

o Memberikan konteks tambahan tentang bagaimana indikator
diukur atau dipahami. Penjelasan ini membantu dalam
memastikan indikator tersebut relevan dengan tujuan organisasi:

= Indeks SPBE diukur berdasarkan standar nasional.

= Persentase perangkat daerah dihitung dari jumlah perangkat
daerah yang menggunakan data statistik.

= Persentase keamanan informasi dinilai melalui audit dan
penerapan standar keamanan informasi.
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Prinsip SMART dalam Tabel Ini :

o Specific (Spesifik): Indikator dan sasaran sangat spesifik, misalnya "Nilai
Indeks SPBE" atau "Persentase perangkat daerah yang menggunakan
data statistik."

e Measurable (Terukur): Setiap indikator memiliki satuan dan metode
pengukuran yang jelas, seperti nilai atau persentase.

e Achievable (Dapat Dicapai): Target yang ditetapkan (misalnya, untuk
2021-2026) disesuaikan dengan sumber daya dan kemampuan
organisasi.

e Relevant (Relevan): Indikator langsung berkaitan dengan tujuan
strategis organisasi, seperti meningkatkan tata kelola data dan keamanan
informasi.

e Time-bound (Berbatas Waktu): Target waktu pencapaian telah
ditentukan dengan jelas (2021-2026).

Demikian, tabel ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk memantau
dan mengevaluasi keberhasilan kinerja organisasi secara berkala.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
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RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Indikator Kinerja

Sasaran Satuan Target Kinerja
Sasaran
Meningkatnya Kualitas Indeks SPBE Nilai 2,7
Layanan SPBE (Sistem Nilai Domain Kebijakan Nilai 3,00
Pemerintahan Berbasis SPBE
Elektronik) Nilai Domain Tata Nilai 2,00
Kelola SPBE
Nilai Domain Nilai 1,60
Manajemen SPBE
Nilai Domain Layanan Nilai 3,60
SPBE
Meningkatnya Persentase Perangkat % 100
Pengelolaan Data Statistik | Daerah (PD) yang
Sektoral Yang Akurat dan menggunakan data
Terintegrasi statistik dalam
menyusun
perencanaan
pembangunan daerah
Persentase PD yang % 100
menggunakan data
statistik dalam
melakukan evaluasi
pembangunan daerah
Meningkatnya Tata Kelola | Persentase tingkat % 100

Persandian dan Keamanan
Informasi

keamanan informasi
pemerintah
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Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renja Perangkat Dacrah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
Tahun Pelaksanaan 2025
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RKPD:

Dimas
g sz Rpi4wssioon  |iow  (Rpszmivioe [wew  [[Rpazeszesoe ||wos [Rpszsessaoofjions  ||Rps62 seo00 (oo Rp 1531333000 |00 100 Bp. 100 wow o i
|dan Informatika
dan Komunikasi Publik . . . . . . .
it Wt ) vang akif 28 PPID e 5 V90 SS0.000 PPID Rp LA3RA24 S0 |1IOPPID  |[Rpi 535076004 [loPPID |[Rpa22TiT000 (j0PPD  ||Rp420324600 (|28 PPID ||Rp 325,955 400(65 PPID (Rp 362336000 || 29PPID  ([Rp0531.333,100 %% o ||o Rp. 2969957600 |0 5
K -
P SN TAEAN Nilai SAKIP OPD |8 % 14,968 544,599 . 3. 1RE T45005 B Rps4st3iLaz B Rp. 1,065 364 858([8 % Rp.1 0812801 6B % Bp 95600461 (B % FERNTSEIREESI | B Rp. 83 B " o
DAERAH
KABUPATENKOTA
Admimistrasi K = 0 o 1 1 . ) .
el w|aﬁmmﬂ A | Dokumen |[Rp 13556104113 (Dokumen  [|Rp.2922278 300 |12 Dokumen |[Rp 3290682016 (2 Hep sssssasas ([0 Hee soosoeose (|7 Bp.75 LTS 240 ] RpE29.939.761 || 2 Dokemen ([Rp3.255 577812 100 % ww o Bp.6,199.65. 141 |l 46
Admimbsirnsd Venmm ||y weum [|1 Dotumen (|Rp436.230,320 Dokumen || Rp. 235059296 | Dokumen || Fp 470,100,285 o mp.10s3ss 01 [[2 Rp.1 57453000 || Rp.49, 240000 (|7 Rp 161,657,000 || 2 Dolemen ([Rp456.905, 101 200 % s o B 591 964 39T o 159
Perumghat e Dokumes{| T~ Dokumes]| T D I L1 . L
Pemdibaraan Barang
mp]?"":,' M Kondisi Baik |2 Jenis Tep 157381356 Tenis Rp.D 2 Jenix Fip 125,04 .000 0 Jenis  |[[Rp37334872  [0denis  [[Rp25279850 |1 Jenis  [[Rp21908 720 |(1 Jenis  |[Rp23RIS 190 2leniz  |[Rp 108381633 100 % B |0 Bp. 108,341 533 o a
Pemerimtuban Dacrah
Milik Daerab A . N ) ) ) . : . )
m—— HMD Tercatat Jenis Tep. 159504, 192 Tenis 2 Jenis i 761,003,304 0 Jenis  |[Rp 646000 (|0 Jenis  |[Rp0 2lenis  ||Rp.93,139.000 |0 Jenis  ||Rp.2 980,000 3leniz  |[(Rp 108765000 150% 4= o R MR, 765000 o
Pemerintub Ducrak
Penyedinan Jasa Lananan.
Urusam pemerintatin 12 Bulan  ||[Rp.433.523.235 Hulin 14Bulen  ||Rp 290215536 0 Bubin [Rp.66342.000 [0 Bobin |[Rp.6662T.000 |9 Bukin [[Rp25.105.000 |[5 Bl ||Rp26.507_500 10 Buan (R 184,291 500 % s o Bp. 184,291 500 o
tuban Dacrah || deerah
b dum I - o o o o]
Evabms: Hinerjm gomtan o [# Potmen ([ 165,711,483 Dokumen | [Rp..507,200 19 Dokumen ||Rp. 59,601,725 Dokume P 1072640 | Hepi0giso0 (|1 Rp. 14,753 500 |7 Rp 14339500 || 8 Dokumen ([Rp.49.957.350 B% ETE 1 Bp. 59,344 740 o E

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA KAB. LOMBOK TENGAH

OPD yang
PROG APLIKASI ||menjalankan. . . - . . . B . y . . _ .
PO LA TIRA nebiyman putik |73 T0.000.000 . o os Rpruesssses 0% (Rpizzioosoe (o [[Rpo2idzaood|mo s (Rpesosus soofjion s ||Rpo7sado00 (oo FESREELETES T | [T 100 Rp. 98 100 o
secam cmline
Penpelolaan c-
povernment Di Lingkup || lumlah Aplikasi : _— . o o 1 o] _— - )
Presnes imtah Daeraks pan termesas || Ak ([Rp720.000.000 Aplikasi Rp.D s aptmas |Rp2asonandse (1o eeaazaoasee (fn o e e zso00fl, o e ssasus ool L (IR 2T 24000 || 2 Aplikasi (|Rp2.240.914,300 7% s o Rp22s09148m |0 o
| |[Ferwujudmya Kebijakan Internal dan Tata Kelola SPBE yang Optimal
N PROGRAM Turslah Isstansi
PENYELENGGARAAN]|yang melak=anakan R R |45 45 las X . i
gyl e e |58 nstansi 197167418 Instamsi 45 Instansi  ||Rp_162.636, 133 o e [RpoT000 (15 lepirTzzaee (B Mepessapoo (5 o flRpss 159000 |[l4S i |(Rp72.581,100 45 Iestansi 15 Rp. 04 |45 Instansi ({0
SEKTORAL ah Satm Dhata
Huku sk stk
y ' Huku lombok
Stuistik Sekioral di o o o £] . )
FPmr—— :unﬁhdahnm 3 Dokumen |[Rp 197167418 Dokumen 3 Diokumen |[Fp 76 508,833 Dokumes 970000 [0 HRp 7722000 15, Rpogmoon ([ Rp35,159.000 || | Dokumen ([Rp 72581, 100 n% w0 Rp 72581100 o




Terwujudaya Lavanan SPHE yang Prima

PROGRAM
PETELENCARA e
UNTUE ) nformasi dacrah 100 % ET.074,000 107 96,00 100 % Ryp. 125359250 100%  (IRpd 100%  |Rp.15332500 Jli00%  JRp2427.800 [I00%  |[Rp220SS600 ||100% Rp 39,518, %K) 0 % 1 Rp. 79 100 %
PENGAMANAN e diamaskar
INFORMAS]
Penyclenzraraan
Persamdian wntuk. Jumlah
Pengamanan Informasi ||penzamasan 32 0PD RpE7.074.000 0P R 107,096,000 32 0PD Rp S0.149.818 0 OPD  |[[Rpd 0OPD  ||Rp. 15332500 |32 OPD ([Rp 2427500 (|0 OFD  |[Rp22058 600 FOPD  ([Rp39.E18.900 103 % e | Rp. 146,914,910 o 169
Pemerimtal Daerab persamdian (OPD)
Kabupaien/Kota
[
RATA-RATA CAPAIAN KINERIA DAN ANGOARAN SELURUH KEGIATAN (%1]|97 % 90 %
PREDMEAT KINERILA ]55"!“‘.' Tinggi
ingpi =

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. LOMBOK TENGAH

61




SOP Penyusunan LKjip

Prosedur Penyusunan LKjIP

hengurnplkan bahan-bahan peryusunan LEjIP, Renstra, A4, DPA, Bahan
P¥., dan redlizasi Pendukung
keuangan selama LKjIP
aetahiun,
Wel akukan koordinasi dengan para K.asubag ! Kasubid dan Bahan
K.abid untuk penyusunan LKJP. | | 4 | Biahan perchkung e Pendgkung
LKjIP arl LKjIP
+ Mengevaluasi pencapaian-pencapalan sasaran rencana Draft Evaluasi
strategis, target Rencana K.erja SKOP, Rencana Kegiatan Kegiatan SKFD
Tahurjan [FET) SKDF‘, Pgngukuran Kirerja Kegiatan [PK) vang «Renstra, Feria,
sesual denigan bidang kerja SKOP.
‘ = - DR, PK, dan .
» Menghimpun data dari bidang dan mensinkronkan dengan lisasi 4 Hari
) T i redlizasi keuangan
data keuangan lanjut. Menyusun realisasi masing-masing
i i glama zetahun
kegiatan vang sudah berjalan selama setahun lengkap dengan
alazan apabila ada realizasi vang kurang dari 7034 dari anggaran
vang tersedia dan menentukan solusi dan saran untuk
beryuzun draft LGP sesual sisternatika vang telah ditentukan, Tidak Draft LjIP
B Draft Evaluasi THar
B Kegiatan SkFD
WMerneriksa draft LKIP lengkap dengan lampirannya, L Draft LjIP
» Soft Copy Usulan | 20 Menit
herneriksa draft LKIF lengkap dengan lampirannya dan LKjIP
mernberikan persetujuant tanda tangan. « Usulan Kegiatan . S0P Surat
: 40 Menit
Bidang Keluar
Ya
bengirim LKIP kepada Bagian Administrasi Pernerintahan Arsip LEjIP
Lrmum. d) LKjP 0 Merit
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PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JI. Raden Puguh - Praya, Gedung A, Lantai lll, Pusat Pemerintahan Lombok Tengah
Nusa Tenggara Barat - Kode Pos : 83511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA SKPD PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1 Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 48) dipandang perlu menunjuk Tim penyusun Laporan Kinerja
SKPD pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;

b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang
mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja SKPD
pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat
Il Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1655);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007
Nomor 1);

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);

6. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun
2023 Nomor 40);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja SKPD pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tersebut dalam lampiran
Keputusan ini.

Tim Penyusun Laporan sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu bertugas
mengumpulkan data-data serta menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja SKPD
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah yang
tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
Pada Tanggal 15 Januari 2025

Pembina Utama Muda (1V/c)
NIP. 196512311989031209

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

PwnNeE

Bupati Lombok Tengah;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah;
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah;
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
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Lampiran  : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Nomor

: 02 Tahun 2025
Tanggal : 15 Januari 2025
Tentang : Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja SKPD pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

Kedudukan
No Nama/Jabatan dalam Tim
1. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Ketua
2. | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Sekretaris
3. | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Anggota
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
4. | Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Anggota
Informatika Kabupaten Lombok Tengah
5. | Kepala Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik pada pada Anggota
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
6. | Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada pada Dinas Anggota
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
7. | Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Anggota
Lombok Tengah
8. | RIZKY EKA SETIA, A.Md. Pengelola Keuangan Anggota
9. | YUANITA ROHMAYANTI, A.Md. Bendahara Pengeluaran Anggota
10. | NURMAMH, S.Kom. Analis Sistem Informasi Anggota

tama Muda (IV/c) NIP.
196512311989031209
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PRESTASI/PENGHARGAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

1. Memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah meraih indeks SPBE dengan Predikat BAIK dan

menempati urutan ke-5 di NTB

INDEKS SPBE - PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

[ Aspek SPBE Target [T 7] Aspek SPBE Indeks
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Layanan Publik Berbasis Elektronik 4 Perencanaan Strategis SPBE

Layanan AdPem Berbasis Elektronik Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pelaksanaan Audit TIK Penyelenggara SPBE

Penerapan Manajemen SPBE

Nama Indeks Nilai 2024
SPBE 3,04
Domain Kebijakan SPBE 3,70
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE 3,70
Domain Tata Kelola SPBE 2,50
Perencanaan Strategis SPBE 2,25
Teknologi Informasi dan Komunikasi 2,75
Penyelenggara SPBE 2,50
Domain Manajemen SPBE 1,00
Penerapan Manajemen SPBE 1,00
Audit TIK 1,00
Domain Layanan SPBE 3,88
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik 3,80
Layanan Publik Berbasis Elektronik 4,00

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat

No Nama Instansi Indeks | Predikat

| | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 3,56 Sangat Baik
2 | Pemerintah Kab. Lombok Barat 3,05 Baik

3 | Pemerintah Kab. Lombok Tengah 3,04 Baik

4 | Pemerintah Kab. Lombok Timur 3,27 Haik

5 | Pemerintah Kab. Bima 2,52 Cukup

6 | Pemerintah Kab. Sumbawa 2.90 Haik

7 | Pemerintah Kab. Dompu 2,52 Cukup
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No Nama Instansi Indeks | Predikat

8 | Pemerintah Kab. Sumbawa Barat 34

Baik

Ln

ki
=]

Baik

9 | Pemerintah Kab. Lombok Utara

10| Pemerintah Kota Mataram

[ =
=1}
Ln

Sangat Baik

11| Pemerintah Kota Brma 2 66 Baik

Dalam laporan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di wilayah Nusa
Tenggara Barat (NTB), Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berhasil meraih indeks 3,04 dengan predikat
Baik. Pencapaian ini menunjukkan komitmen Kabupaten Lombok Tengah dalam mengimplementasikan
SPBE sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan

transparan.

Posisi dan Perbandingan

Kabupaten Lombok Tengah menempati peringkat kelima dari 11 pemerintah daerah yang dievaluasi di
NTB. Berikut adalah peringkat dan indeks terkait:

Pemerintah Provinsi NTB: Indeks 3,56, predikat Sangat Baik.

Pemerintah Kota Mataram: Indeks 3,55, predikat Sangat Baik.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat: Indeks 3,45, predikat Baik.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat: Indeks 3,05, predikat Baik.

A A

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah: Indeks 3,04, predikat Baik.
Kabupaten Lombok Tengah berhasil mengungguli beberapa daerah lain seperti Kabupaten Lombok Timur,
Kabupaten Sumbawa, dan lainnya, meskipun masih berada di bawah Kabupaten Lombok Barat dan

beberapa daerah lainnya dalam hal implementasi SPBE.

Analisis dan Peluang
Dengan predikat Baik, Lombok Tengah telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam tata kelola
pemerintahan berbasis digital. Namun, untuk meningkatkan peringkatnya, beberapa langkah berikut dapat
diprioritaskan:
1. Penguatan Integrasi Sistem Informasi: Memastikan keterpaduan data lintas OPD dan
meminimalkan silo data.
2. Pengembangan Infrastruktur Digital: Memperluas jaringan internet hingga ke wilayah pedesaan
untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik berbasis elektronik.
3. Peningkatan Kualitas Layanan: Fokus pada aplikasi layanan publik yang user-friendly dan mudah
diakses masyarakat.
Rekomendasi
Untuk meningkatkan indeks SPBE dan predikat, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat:
1. Menambah Inovasi Digital: Menerapkan teknologi berbasis Artificial Intelligence (Al) atau

blockchain untuk mendukung layanan administrasi dan pengelolaan data.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. LOMBOK TENGAH



2. Pelatihan Berkelanjutan untuk ASN: Mengadakan pelatihan intensif tentang transformasi digital
dan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik.
3. Kolaborasi Regional: Bekerja sama dengan pemerintah daerah yang memiliki indeks lebih tinggi

untuk berbagi praktik terbaik.

Kesimpulan

Capaian indeks SPBE sebesar 3,04 dengan predikat Baik mencerminkan progres positif digitalisasi
di Kabupaten Lombok Tengah. Dengan peningkatan fokus pada integrasi sistem, infrastruktur digital, dan
layanan publik, Lombok Tengah memiliki peluang besar untuk naik ke peringkat yang lebih tinggi di masa
mendatang.

Keberhasilan penilaian SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
merupakan hasil kolaborasi semua pihak, mulai dari pimpinan daerah, tim koordinasi SPBE, hingga
masyarakat. Dengan terus mengembangkan inovasi dan menjaga komitmen terhadap digitalisasi, Lombok

Tengah mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berbasis teknologi.

2. Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 mendapat penghargaan Keterbukaan Informasi
Publik (KIP)

Pemkab Lombok Tengah Raih Predikat
Informatif pada Anugerah KIP NTB 2025

— L -

Pemkab Lombok Tengah
Raih Predikat Informatif
pada Anugerah KIP NTB 2025

#) Diskominfo Lombok Tengah Jisk fol wtengan (>)

Foto 1: Foto Penyerahaan Penghargaan Predikat Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berhasil meraih predikat Informatif, kategori tertinggi, pada Anugerah
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2025. Pemkab Lombok Tengah memperoleh nilai
98,68, meningkat signifikan dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Anugerah KIP NTB 2025 yang digelar di Hotel Lombok Raya, Mataram,
Kamis (18/12/2025). Acara ini dihadiri Gubernur NTB H Lalu Muhammad Igbal, Komisioner Komisi Informasi (KI) NTB,
serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi NTB. Pemkab Lombok Tengah diwakili oleh Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, Drs. H. Muhammad.
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MATRIKS HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2025

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA LOMBOK TENGAH

baik.

pemerintah

UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

PRIRITAS ARAH PERJAMNJIAN ANGGARAN
N SASARAN PEMBANGUNAN KEBIJAKAN TUJUAN DAN SASARAN INDIKATOR KINERJA KINERJA (PK) PROGRAM / KEGIATAN OPD PROGRAM /
° RPIMD RKPD TAHUN RENSTRA SKPD UTAMA (IKU) SKPD OPD TAHUN TAHUN 2025 KEGIATAN TAHUN
RKPD TAHUN 2025
2025 2025 2025
PENGELOLAAN APLIKASI 2,280,082,256.
Indeks SPBE i 2.7 e
Mewujudkan | oeRs TEE mencapat INFORMATIKA
ingkatk pemerintahan Mewujudkan Nilai Domain Kebijakan
Mening .a.t an ) berbasic pemerintahan berbasis SPBE 3
1 al;:nj::lta;raan I"':‘Ie;t:cngkatlkan elektronik elektronik untuk Nilai Domain Tata Kelola 5
pemverintii :zlni:.s pelayanan | (sppe) untuk | mendukung pelayanan | SPBE PENGELOLAAN INFORMASI DAN 1,535,976,094.
gaerah P . mendukung publik yang optimal. Nilai Domain Manajemen 16 KOMUNIKASI PUBLIK
sistem SPBE ’
birokrasi dan Nilai Domain Layanan 36
SPBE !
Meningkatkan Persentase Perangkat
pengelolaan data statistik Daerah (PD) yang
menggunakan data 100%
yang akurat dan o
. ) statistik dalam menyusun
terintegrasi. perencanaan
pembangunan daerah PENYELENGGARAAN STATISTIK 76,828,833.
Persentase PD yang SEKTORAL
menggunakan data
statistik dalam melakukan 100%
evaluasi pembangunan
daerah
Meningkatkan keamanan
informasi melalui tata P tase tinckat
, ersentase tingkat. PENYELENGGARAAN PERSANDIAN 50,149,818.96
kelola persandian yang keamanan informasi 100%
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PENJELASAN MATRIKS HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2025

Analisis Dokumen Perencanaan

1. Sasaran RPJMD dan Prioritas RKPD
o Sasaran RPJMD: Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah
daerah.
o Prioritas RKPD: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan dukungan tata
kelola berbasis elektronik.
o Arah Kebijakan RKPD: Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
untuk mendukung sistem birokrasi dan pelayanan publik yang memuaskan.
2. Tujuan dan Sasaran Renstra SKPD
o Tujuan:
»  Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik untuk mendukung
pelayanan publik yang optimal.
= Meningkatkan pengelolaan data statistik yang akurat dan terintegrasi.
*» Meningkatkan keamanan informasi melalui tata kelola persandian yang
baik.
o Sasaran:
* |Indeks SPBE mencapai 2,7.
»= Seluruh OPD (100%) menggunakan data statistik dalam perencanaan dan
evaluasi pembangunan.
= Tingkat keamanan informasi pemerintah mencapai 100%.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
o Indeks SPBE dengan nilai target: 2,7
o Persentase OPD yang menggunakan data statistik: 100%.
o Tingkat keamanan informasi pemerintah: 100%.
4. Program dan Anggaran
o Program Pengelolaan Aplikasi Informatika:
= Anggaran: Rp 2.280.082.256.
o Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik:
= Anggaran: Rp 1.535.976.094.
o Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral:
= Anggaran: 76.828.833.
o Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi:
= Anggaran: Rp 50.149.818.

Penjelasan Laporan

1. Konteks dan Relevansi Dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika
(Diskominfo) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 telah dirancang untuk mendukung
target RPJMD dalam peningkatan akuntabilitas pemerintah melalui implementasi SPBE.
Fokus utama adalah pelayanan publik berbasis elektronik, pengelolaan data statistik
yang efisien, dan penguatan keamanan informasi.
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2. Strategi Pelaksanaan

o

SPBE sebagai Fokus Utama: Dengan target indeks 2.7 , Diskominfo
memprioritaskan peningkatan tata kelola dan layanan berbasis elektronik untuk
mendukung sistem birokrasi modern.

Data Statistik sebagai Landasan Pembangunan: Pemanfaatan data statistik oleh
seluruh OPD menjadi kunci dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan yang
berbasis bukti.

Keamanan Informasi: Pengelolaan persandian difokuskan untuk mencapai
tingkat keamanan informasi pemerintah hingga 100%, melindungi data dari
ancaman siber.

3. Efisiensi Penggunaan Anggaran Dengan alokasi anggaran sebesar lebih dari Rp 3,5
miliar, program-program Diskominfo dirancang untuk memberikan dampak signifikan

dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan. Alokasi

terbesar diberikan pada pengelolaan aplikasi informatika dan informasi publik.

4. Peluang dan Tantangan

o

Kesimpulan

Peluang: Implementasi SPBE yang lebih matang dapat meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Tantangan: Pemenuhan target indeks SPBE memerlukan kolaborasi lintas OPD
serta penguatan infrastruktur dan SDM.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah telah menyusun program

strategis yang relevan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD dan RKPD 2025. Fokus

pada SPBE, pengelolaan data, dan keamanan informasi menunjukkan komitmen Diskominfo

dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan akuntabel.

Rekomendasi

1. Penguatan SDM dan Infrastruktur: Melakukan pelatihan berkelanjutan untuk aparatur
pemerintah dan meningkatkan infrastruktur teknologi informasi.

2. Monitoring Berkala: Melakukan evaluasi secara rutin untuk memastikan pencapaian
target IKU, khususnya indeks SPBE.

3. Kolaborasi Antar-OPD: Meningkatkan sinergi dengan OPD lain untuk optimalisasi

program dan efisiensi anggaran.

Laporan ini menjadi dasar evaluasi dan pengembangan program Diskominfo untuk tahun 2025

dan seterusnya.

Praya, 30 Januari 2026
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